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ABSTRAK 
 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK 

PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERIKAN 

KEPASTIAN HUKUM  

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp)  

 (STUDI KASUS / STUDI PUTUSAN) 

Ripka Feriani Ginting 

Dr. Rahmayanti, S.H., M.H 

Dr. Ismaidar, S.H., M.H 

 

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang canggih dan 

terorganisir secara rapih sehingga sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. 

Sulitnya pembuktian tersebut juga dirasakan belum l optimal dikarenakan 

peraturanl perundang-undanganl yang adal ternyata masihl memberikan ruangl 

timbulnya penafsiranl yang lberbeda-beda, adanya l celah lhukum, kurangl tepatnya 

pemberianl sanksi, beluml dimanfaatkannya pergeseran bebanl pembuktian, 

keterbatasanl akses linformasi, sempitnya l cakupan pelaporl dan jenisl laporannya, 

sertal kurang jelasnyal tugas danl kewenangan daril para pelaksanal Undang-

Undang. 

Metode penelitian dalam penulisan ini yang digunakan penulis adalah 

menggunakan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah 

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan 

kepustakaan atau data sekunder belaka. 

Proses Pembuktian tindak pidana pencucian uang harusl menggunakan 

upayal yang luar l biasa. Salahl satu bentukl upaya luarl biasa tersebutl adalah dalaml 

konteks pembuktianl perkara pencucianl uang di l pengadilan yangl menggunakan 

mekanismel pembalikan bebanl pembuktian ataul pembuktian terbalikl yang 

terbatasl dan lberimbang. Pertanggungjawaban tindak l pidana pencucianl uang 

dilaksanakan berdasarkan lUndang-Undangl Nomor 8 l Tahun 2010l tentang 

Pencegahanl dan Pemberantasanl Tindak Pidanal Pencucian lUang. Dampak dari 

sulitnya pembuktianl dalam tindakl pidana pencucianl uang mengakibatkan 

ditemukannya beberapa kasus yang tidak dapat dibuktikan tindak pidana 

pencucian uang yang dilakukan Terdakwa. Salah satu perkara dimana tindak 

pidana pencucian tidak dapat dibuktikan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum 

adalah perkara Nomor 1980/Pid.Sus/2021 PN/Lbp. 

 

Kata Kunci : Pencucian Uang, Pembuktian, Pertanggungjawaban Pidana 
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ABSTRACT 

 

JUDICIAL ANALYSIS FOR PROOFS MONEY LOUNDERING 

TO MAKE LEGAL CERTAINLYA 

(STUDY CASE DECISION OF NO. 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp) 

 
Ripka Feriani Ginting 

Dr. Rahmayanti, S.H., M.H 

Dr. Ismaidar, S.H., M.H 

 

Money laundering is a criminal act that is advanced and good organized so 

that it is difficult to be traced by law enforcement officers. The difficulty of 

proving is also felt to be not optimal because the existing laws still provide room 

for different interpretations, there are legal loopholes, the lack of precise 

sanctions, the shift in the burden of proof has not been utilized, limited access to 

information, the narrow scope of the reporter and the type of report. as well as the 

lack of clarity on the duties and authorities of the implementers of the Act. 

The research method used by the writer in this research is using normative 

juridical. The normative juridical research method is library law research which is 

carried out by examining library materials or secondary data. 

The process of proving the crime of money laundering must use 

extraordinary efforts. One form of extraordinary effort is in the context of proving 

money laundering cases in court using a mechanism of reversing the burden of 

proof or reverse proof that is limited and balanced. Criminal Liabilty for the crime 

of money laundering is carried out based on Law Number 8 of 2010 concerning 

the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. The impact of 

the difficulty of proving in the crime of money laundering resulted in the 

discovery of several cases that could not be proven by the money laundering 

crime committed by the Defendant. One of the cases where the crime of 

laundering cannot be proven in accordance with the indictment of the Public 

Prosecutor is case Number 1980/Pid.Sus/2021 PN/Lbp. 

 

Keyword : Money Laundering, proof, Criminal Liabilty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) 

berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, mempunyai konsekuensi 

bahwa semua kegiatan pemerintahan dan kenegaraan didasarkan pada hukum. 

Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum 

untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang 

tidak dipertanggungjawabkan.
1
 Sejalan dengan ketentuan tersebut, seluruh 

masyarakat dipaksa untuk berkehidupan kebangsaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hukum merupakan merupakan berupa 

sanksi dan norma yang berlaku dan dibuat untuk mengatur macam-macam 

hak dan kewajiban warga negaranya agar tidak terbentur. Tujuan adanya 

hukum ini untuk membatasi perilaku masyarakat dan juga mewujudkan 

keadilan di dalam masyarakat. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh 

pembelaan di depan hukum. Itu berarti bahwa semua masyarakat, terlepas 

dari apapun latar belakang atau kedudukannya, memiliki posisi yang sama di 

hadapan hukum. 

Masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang 

berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan 

                                                     
1
 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2007. Panduan Permasyarakatan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI, 

hlm. 51 
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oleh pemerintah. Penentuan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar 

peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dilakukan oleh penegak 

hukum. 

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang canggih 

dan terorganisir secara rapih sehingga sulit ditelusuri oleh aparat penegak 

hukum. Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan bahwa 

pembuktian dilaksanakan dengan metode pembuktian lterbalik. Dimana 

Terdakwal yang mempunyail beban untukl membuktikan. Denganl sistem 

pembuktianl terbalik sangatl dimungkinkan justrul merugikan prosesl 

penuntutan, mengingatl pelaku sangat l memungkinkan untukl menunjukkan 

sumberl perolehan kekayaannya l yang tidakl wajar berasall dari lbisnis, padahal 

merupakanl hasil lrekayasa. 

Dampak dari sulitnya membuktikan tindak pidana l pencucian uangl 

tersebut, untukl beberapa kasus tindak pencucian l uang tidakl dapat dibuktikan 

dan Terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman terkait tindak pidana 

pencucian uang tersebut. Upaya yang dilakukan dalam membuktikan tindak 

pidanal pencucian uangl dirasakan beluml optimal, antaral lain karenal peraturan 

perundangl-undangan yangl ada ternyatal masih memberikanl ruang timbulnya l 

penafsiran yangl berbeda-lbeda, adanya celahl hukum, kurangl tepatnya 

pemberianl sanksi, beluml dimanfaatkannya pergeseranl beban lpembuktian, 

keterbatasan aksesl informasi, sempitnya l cakupan pelaporl dan jenisl 

laporannya, sertal kurang jelasnyal tugas danl kewenangan daril para pelaksanal 

Undang-lUndang. 
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Pembuktianl dalam Hukum l Acara Pidanal merupakan hall yang pentingl 

dalam prosesl pemeriksaan perkaral di Pengadilanl dimana pembuktianl 

merupakan sebagianl dari hukuml acara pidanal yang mengatur l alat buktil yang 

sahl menurut lhukum, sistem yangl dianut dil pembuktian syaratl-syarat danl tata 

caral yang dilakukan dalam membuktikan hal tersebut. Dalam pembuktian 

tersebut, hakim memiliki hak dan kewenangan dalam menerima maupun 

menolak serta menilai pembuktian tersebut. Namun, Hakim tidak l boleh 

menjatuhkanl pidana kepadal seorang kecualil apabila denganl sekurang-

kurangnya l dua alatl bukti yangl sah ia l memperoleh keyakinanl bahwa suatul 

tindak pidanal benar-benarl terjadi danl bahwa terdakwalahl yang bersalahl 

melamelakukannya.
2

Ketentuanl ini adalahl untuk menjaminl tegaknya 

lkebenaran, keadilan danl kepastian hukuml bagi lseorang.  

Rahmayanti menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul Sanksi 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan 

Hukum Islam mengemukakan: 

Membuktikanl bersalah tidaknyal seorang terdakwal haruslah melaluil 

pemeriksaan didepanl sidang lpengadilan. Pembuktian lini, Hakim perlul 

memperhatikan kepentinganl masyarakat danl kepentingan lterdakwa. 

Kepentingan masyarakat l berarti, bahwal seseorang yangl telah melanggar l 

ketentuan lpidana, harus mendapatl hukuman setimpall dengan 

lkesalahannya. Sedangkan kepentingan l terdakwa, berartil bahwa terdakwal 

harus diperlakukanl secara adill sedemikian lrupa, sehingga tidakl ada 

seorangl yang tidakl bersalah mendapatl hukuman, ataul kalau seseorangl 

memang bersalahl jangan sampail mendapat hukumanl yang terlalul berat 

                                                     
2
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Hukum 

Acara Pidana, Pasal 183 tentang Hukum Acara Pidana. 
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dan atau jangan terlalu ringan, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan 

kesalahannya.
3
 

Menurut Sutan Remy pencucian uangl (money launderingl) adalah 

rangkaianl kegiatan yangl merupakan prosesl yang dilakukanl oleh seseorangl 

atau organisasil kejahatan terhadapl uang lharam, yaitu uangl yang berasall dari 

tindakl pidana, denganl maksud untuk l menyembunyikan ataul menyamarkan 

asall-usul uangl tersebut daril pemerintah ataul otoritas yangl berwenang 

melakukanl penindakan terhadapl tindak lpidana, dengan caral antara lainl dan 

terutamal memasukan uangl tersebut kel dalam systeml keuangan (financiall 

system) sehingga l uang tersebut l kemudian dapatl dikeluarkan daril sistem 

keuanganl itu sebagail uang yangl halal.
4
 

Istilah Pencucian uangl telah dikenall sejak tahunl 1930 dil Amerika 

lSerikat. Pada saatl itu kejahatanl ini dilakukanl oleh kejahatanl “mafia” melaluil 

pembelian perusahaanl-perusahaan pakaianl (laundry) yangl kemudian 

digunakanl oleh organisasil tersebut sebagail tempat pemutihanl uang yangl 

dihasilkan daril bisnis ilegall seperti lperjudian, pelacuran danl perdagangan 

minumanl keras.
5
 Moneyl Laundering (lIndonesia : Pencucian Uangl) adalah 

suatul upaya perbuatanl untuk menyembunyikanl atau menyamarkanl asal usull 

uang/dana l atau hartal kekayaan hasill tindak pidanal melalui berbagail transaksi 

keuanganl agar uangl atau hartal kekayaan tersebutl tampak seolahl-olah berasall 

                                                     
3
 Rahmayanti, Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif 

dan Hukum Islam, Jurnal Mercatoria, Vol. 10 No. 1, Juni 2017, hlm. 67 
4

 Sutan Remy.2002. Seluk Beluk tindak Pidana Pencucian uang dan Pembiayaan 

Terorisme, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hlm. 1 
5

 Yunus Husein. 2007. Bunga rampai Anti Pencucian Uang, Bandung : Books 

Terrace&Library, hlm. 4. 
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dari kegiatan yang sah.
6
 Harta Kekayaan yang dimaksud sesuai dengan l 

Undang Undangl Republik Indonesial Nomor 8 Tahun 2010l Pasal 1l ayat (13 l) 

adalah semual benda bergerakl atau bendal tidak lbergerak, baik yangl berwujud 

maupunl tidak lberwujud, yang diperolehl baik secaral langsung maupunl tidak 

llangsung.  

Tindakl pidana pencucianl uang merupakanl tindak pidanal yang 

canggihl dan terorganisirl secara lrapih, sehingga sulitl untuk ldideteksi. Dimana 

merupakan kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan 

utama (core crime). Ismaidar mengemukakan: 

Kejahatan pencucian uang adalah bersifat internasional, maka diperlukan 

suatu standart pengaturan dan persepsi yang sama dan bersifat 

internasional pula untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. 

Bahwa kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. 

Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau 

kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (core crime).
7
 

Hakim dalam memutus suatu perkara memberikan kepastian hukum 

yang adil bagi seluruh pihak yang terkait dengan perkara yang diputus. Ada 

beberapa tujuan hakim dalam menyatakan putusan dalam suatu persidangan. 

Salah satu tujuan hakim dalam memberikan keputusan adalah memberikan 

kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara tersebut. Kepastian hukum 

dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan 

yang harus ditaati. 

 

                                                     
6
 https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 

15.30 WIB 
7
 Ismaidar dan Permai Yudi, Kejadian Hukum dalam Penerapan Undang-Undang tentang 

Pencucian Uang dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis 

Nilai Keadilan, Justica, Vol. 1 No. 1, Agustus 2019, hlm. 22 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang
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Terkait teori keadilan dan kebenaran. Riza Zarzani mengemukakan : 

Kebenaran dan keadilan tidak akan bisa dilepaskan dari substansi dan 

tujuan hukum. Hukum dalam arti benar dan adil merupakan suatu konsep 

yang dicita-citakan. Berartinya suatu aturan hukum jika ia digabungkan 

dengan kedua konsep tersebut. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil 

dan benar orang-orang akan dapat hidup dengan damai menuju suatu 

kesejahteraan jasmani maupun rohani.
8
 

Salah satu perkara yang melakukan tindak pidana pencucian uang 

dalam tindak pidanal secara berlanjutl dan turutl serta menyalahgunakanl 

kekuasaan lmemproduksi, mengedarkan sediaan l farmasi danl/atau alatl 

kesehatan yangl tidak memenuhil standar danl/atau persyaratanl keamanan, 

khasiatl atau kemanfaatanl yang dilakukanl proses persidangannya l di 

Pengadilanl Negeri Lubuk l Pakam adalah perkara nomor 

1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp dengan nama Terdakwa Picandi l Mascojaya, 

SKM, lMM., Alias lCandi. Perkara tersebut didakwa Penuntut Umum dengan l 

Dakwaan KESATU Pertama diatur danl diancam pidanal dalam Pasall 196 

Undangl-undang RI Nomor l 36 Tahunl 2009 Tentangl Kesehatan jol Pasal 55 l 

ayat (l1) lke-2 KUHPl jo Pasall 65 ayat l (l1) lKUHP. Atau Kedua diatur danl 

diancam pidana melanggar Pasal l 62 ayat (1) jol Pasal 8 ayat l (l1) hurufl a UU 

RI Nomorl 8 Tahunl 1999 Tentangl Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dan KEDUA diatur dan diancam 

pidana melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam penelitian ini saya 

                                                     
8
 Bambang Fitrianto,T Riza Zarzani, Anto Simanjuntak, Analisa Ilmu Hukum Terhadap 

Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan, Soumatera Law Riview, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 102 
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hanya akan fokus pada Dakwaan Kedua yang didakwakan Penuntut Umum 

yaitu tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkanl uraian yangl telah dibahasl dalam latarl belakang dil atas, 

penulisl membuat permasalahan sebagai l berikut :  

1. Bagaimanal pembuktian tindakl pidana pencucian uang dalam 

memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang dilaksanakan Terdakwa 

terkait tindak pidana pencucian? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim pada pembuktian tindak pidana 

pencucian uang tersebut dalam memberikan kepastian hukum terkait 

putusan perkara pidana Nomor 1980/ lPid.Sus/2021l/PN Lbpl pada 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam l? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkanl uraian latarl belakang danl pokok-pokokl permasalahan 

sepertil yang dikemukakanl di latas, makal tujuan penelitianl ini ladalah: 

1. Agar mengetahuil bagaimana pembuktian tidak pidana pencucian uang 

dalam memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa. 

2. Agar mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana yang 

dilaksanakan Terdakwa terkait tindak pidana pencucian. 

3. Agar mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada pembuktian 

tindak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian hukum 
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terkait putusan perkara pidana Nomor 1980/lPid.Sus/2021 l/PN Lbpl pada 

Pengadilan Negeri Lubuk lPakam. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitianl ini dapatl memberi manfaatl bagi l 

pengembangan ilmul pengetahuan padal umumnya sertal memiliki kegunaanl 

praktis padal khususnya sehingga l penelitian inil bermanfaat secaral teoritis danl 

praktis. 

1. Dari segil teoritisl 

Adapunl manfaat dari segi teoritisl yang diharapkanl penulis adalah: 

a. Penelitian inil diharapakan dapatl menjadi bahanl informasi hukuml 

bagi paral akademisi danl masyarakat berkaitanl dengan pembuktian 

tidak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian hukum 

terhadap Terdakwa. 

b. Penelitianl ini diharapkanl dapat dijadikanl dasar bagi l bahan 

penelitianl selanjutnya padal bidang yangl sama. 

2. Daril segi Praktisl 

Adapun manfaat dari segi praktis yang diharapkan penulis adalah: 

a. Hasil l penelitianl inil diharapkanl dapatl dimanfaatkan secaral praktisl 

bagi lmasyarakat, aparatl penegakl lhukum, lseperti: lpolisi, jaksa, danl 

hakim, sehingga l dengan demikianl penelitan inil dapat bermanfaatl 

untuk mengetahuil pembuktian tidak pidana pencucian uang dalam 

memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa. 
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b. Penelitianl ini diharapkanl dapat memberikanl kontribusi, referensil 

atau bahanl tambahan bacaanl bagi mahasiswal Fakultas Hukum l dan 

masyarakatl luas. 

3. Dari segi akademisi 

Manfaat akademisl merupakan syarat dalaml menyelesaikan studil 

Magister Ilmu Hukum l pada Program Pascasarjana di Universitas l 

Pembangunan Pancal Budi lMedan. 

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangkal Teori 

Pelaksanaan suatu lpenelitian, sangat dibutuhkan kerangka teori l 

atau kerangkal pemikiran, yang berfungsi untukl membuat jelasl 

permasalahan danl pembahasan yangl akan lditeliti. Fungsi teori l dalam 

penelitianl hukum adalahl “untukl menghasilkan largumentasi, teoril ataupun 

konsepl baru sebagail preskrepsi dalaml menyelesaikan masalahl yang 

ldihadapi.”
9
  

Teoril hukuml sendiril boleh disebutl sebagail kelanjutanl dari 

mempelajaril hukuml lpositif, setidak-tidaknya l dalaml urutanl yang demikianl 

itulahl kital merekonstruksikan kehadiranl teoril hukuml secara ljelas.
10

 Salim 

H. S dan Septiani, menjelaskan fungsi teori dalam suatu penelitian adalah l 

“untukl memberikan penjelasanl yang rasionall sesuai dengan l objek yangl 

                                                     
9
Peter, Mahmud Marzuki. 2018. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Kencana 

Media Group, hlm. 35.  
10

Satjipto, Rahardjo.2017. llmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 254. 
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ditelitik, denganl didukung olehl fakta empirisl dan normatifl untuk dapatl 

dinyatakan benar”.
11

  

Lili l Rasjidi mengemukakanl bahwa l “teoril hukum bertujuanl untuk 

mempelajaril tentang lpengertian-pengertianl pokok hukum l dan sistematikal 

hukum, sepertil subjek lhukum, perbuatanl hukum danl objek lhukum, 

peristiwal hukum. lPengertian-pengertianl pokok tersebutl sangat pentingl 

untuk memahamil sistem hukuml pada umumnya l maupun sisteml hukum 

lpositif”.
12

 

Penggunaanl teori hukuml dalam penelitianl ini sangat pentingl guna 

menganalisis setiap permasalahan l penelitian. Permasalahanl yang 

dirumuskanl dalam penelitian tesis lini, maka digunakan teoril beberapa 

teori hukum (legal theory), yaitu: teori negara hukum dan teori sistem 

hukum. 

a. Teoril Negara Hukuml 

Membicarakan tentang negara lhukum, tidak dapatl dipisahkan daril 

masalah asall muasal terbentuknya l suatu lnegara. Terbentuknya suatul 

negara didasaril dari suatul kenyataan bahwal manusia adalahl mahluk sosiall 

yang membutuhkanl satu samal lain dalaml kehidupannya sebagail bentuk 

daril suatu hubunganl timbal lbalik. Secara naluriahl manusia memilikil 

kecenderungan untukl hidup bersamal secara berkelompokl-kelompok. 

Berkumpulnya l manusia danl membentuk kelompokl-kelompok, didasaril 

                                                     
11

H.S, Salim dan Erlies, Septiana Nurbani. 2018. Penerapan Hukum Pada Penelitian 

Disertasi dan Tesis, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 2. 
12

Lili, Rasjidi. 2016. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung : Citra Aditya 

Bakti, hlm. 36 
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adanya kepentinganl tertentu yangl bersifat komunall yang hendakl dicapai 

secaral bersama-lsama. Pembahasan mengenai l manusia yangl hidup 

lberkelompok, salah satunyal bentuk daril kesepakatan manusial untuk 

membentukl kelompok adalahl dengan terbentuknya l sebuah lnegara.
13

 

Terbentuknyal negara hukuml hakikatnya tidaklahl datang secaral 

tiba-tibal dan datangl dengan sendirinya l melainkan berawall dari idel dan 

pemikiranl yang berkembangl seiring perkembanganl zaman danl 

masyarakat. Hall ini berartil bahwa idel negara hukuml berkembang melaluil 

proses danl tahapan yangl panjang. Pemikiranl tentang negaral hukum 

sebenarnya l sudah sangatl tua, jauhl lebih tual dari usia l Ilmu Negaral atau 

Ilmul Kenegaraan itul sendiri.
14

 

Ide l negara hukuml menurut gagasan l Plato mengandungl gambaran 

suatul bentuk negaral ideal, yangl sungguh berbedal jauh denganl kondisi danl 

keadaan negaral Athena yangl ada ldizamannya. Pada zamanl itu, rajal yang 

berkuasal di Negaral Athena merupakanl penguasa yangl sewenang-wenangl 

(zhalim). Wujudl dari keprihatinanl Plato ketikal itu, makal kemudian Platol 

mengemukakan suatul konsep ataul ide mengenail bentuk negaral yang ideall 

diterapkan dil Negara Kota l Athena dil masa litu, yaitu suatul negara yangl 

bebas daril para penguasal dan pemimpinl yang rakusl dan ljahat.
15

 

                                                     
13

Hotma, P Sibuea. 2017. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, hlm. 2.   
14

Malian, Sobirin. 2015. Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945. Jakarta 

: FH Universitas Indonesia, hlm. 25. 
15

Moh., Kusnardi dan Ibrahim. 2017. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Sinar Bakti, 

hlm. 38-39. 
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Gambaranl negara ideall dalam idel negara hukuml yang 

dikemukakanl Plato bertitikl tolak daril konsep lkeluarga. Bagi lPlato, negara 

adalahl suatu bentukl komunitas letis, suatu lkeluarga. Dalam negara l sebagai 

suatul komunitas letis, menurut Platol dipersamakan denganl keluarga. 

Denganl kata llain, konsep negaral menurut Platol adalah semual orang 

adalahl bersaudara. Sebagail suatu komunitasl keluarga, makal tentunya 

menghendakil kehidupan yangl tenang danl damai, sepertil layaknya sebuah l 

keluarga.
16

  

Pandanganl Plato yangl mengasumsikan negaral sebagai suatul 

bentuk keluargal mengisyaratkan bahwal dalam pemikiranl Plato kekuasaanl 

bukan merupakanl unsur esensiall dari suatul negara. Unsur l esensial dalaml 

suatu negaral menurut Platol adalah suatul ikatan hubunganl yang sangat l erat 

danl akrab diantaral orang-orangl yang hidupl bersama. Hall ini kemudianl 

dijadikan indikasil bahwa, dalaml penggunaan kekuasaanl untuk negaral 

sedapat mungkinl harus ldihindarkan.
17

 

lHakikatnya, tujuan negaral hukum adalahl menjadikan hukuml 

sebagai “lsupreme”, sehingga setiapl penyelenggara negara l atau 

pemerintahanl wajib tundukl pada hukuml (subject tol the lawl). Dengan 

ldemikian, tidak adal kekuasaan dil atas hukuml (above thel law), semuanya l 

ada dil bawah hukuml (under thel rule of l law). Denganl kedudukan yangl 

                                                     
16

Ibid., hlm. 39 
17

Hotma, P. Sibeua, Asas Negara Hukum..., Op.cit, hlm. 12. 
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demikian, makal tidak bolehl ada kekuasaanl yang sewenangl-wenang 

(arbitraryl power) ataul penyalahgunaan kekuasaanl (abuse ofl power).
18

  

Konsepl negara hukum l tidak terpisahkanl dari pilarnya l sendiri yaitul 

paham kedaulatanl hukum. Pahaml ini adalahl ajaran yangl mengatakan 

bahwal kekuasaan tertinggil terletak padal hukum ataul tidak adal kekuasaan 

lainl apapun, kecualil hukum lsemata. Banyak rumusanl yang diberikanl 

terhadap pengertianl negara hukuml tetapi, sulitl untuk mencaril rumusan 

yangl sama, baikl itu disebabkanl karena perbedaanl asas negaral hukum 

yangl dianut maupunl karena perbedaanl kondisi masyarakatl dan zamanl 

saat perumusanl negara hukuml dicetuskan.
19

  

Perlul dipahami bahwal negara hukuml pada hakikatnya l berakar daril 

konsep teoril kedaulatan hukuml yang padal prinsipnya menyatakanl bahwa 

kekuasaanl tertinggi di l dalam suatul negara adalahl hukum, olehl sebab itul 

seluruh alatl perlengkapan negaral termasuk warga l negara harusl tunduk 

danl patuh sertal menjunjung tinggil hukum. Krabe l mengemukakan: 

Negaral sebagai penciptal dan penegakl hukum didalaml segala kegiatannya l 

harus tundukl pada hukuml yang lberlaku. Dalam artil ini hukuml 

membawahkan lnegara. Berdasarkan pengertianl hukum litu, maka hukuml 

bersumber daril kesadaran hukuml rakyat, makal hukum mempunyai l 

wibawa yangl tidak berkaitanl dengan seseorangl (impersonal).20
 

Berdasarkanl uraian dil atas, makal dapat dipahamil bahwa timbulnya l 

pemikiran negaral hukum merupakanl reaksi atasl kesewenangan-wenanganl 
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Sumali. 2016. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-

undang (Perpu), Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.11. 
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penguasa dil masa llampau. Dengan ldemikian, unsur-unsurl negara hukuml 

mempunyai hubungan l yang eratl dengan sejarahl dan perkembanganl 

masyarakat daril suatu lbangsa.
21

  

Pemikiranl negara hukuml dimulai sejakl Plato denganl konsepnya 

yangl menyatakan bahwal “penyelenggaraan negara l yang baikl adalah yangl 

didasarkan padal pengaturan (hukuml) yang baikl yang disebutl dengan 

istilahl nomoi”. Kemudianl ide tentangl negara hukuml populer padal abad 

kel-17 sebagai l akibat daril situasi politikl di Eropal yang didominasil oleh 

labsolutisme”.
22

  

Kritikanl terhadap kekuasaanl yang absolutel kemudian munculahl 

teori triasl politika yangl dikemukakan olehl John lLocke. Teori inil 

merupakan kritikanl atas kekuasaanl absolut rajal-raja Stuartl serta untukl 

membenarkan Revolusil Gemilang padal tahun 1688l (the Gloriousl 

Revolution ofl 1688) yangl telah dimenangkanl (pembuatan undangl-undang 

olehl parlemen Inggrisl)”.
23

 

Pemikiranl John Lockel yang dituangkanl dalam bukunya l Two 

Treatiesl of lGovernment, menyatakan, bahwa l kekuasaan negaral dibedakan 

atasl tiga lmacam: legeslatif powerl (membuat Undangl-undang); executivel 

power (melaksanakanl Undang-undangl); dan federativel power (kekuasaanl 

untuk melakukanl hubungan diplomatikl dengan asingl). Ide tersebutl 

kemudian dikembangkanl Montesquieu, yangl didasari padal 

                                                     
21

Ni’matul, Huda. 2018. Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta : UII 
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kekhawatirannya terhadapl adanya penyimpangan l atas prinsipl-prinsip 

lpemerintahan, kebenaran, danl hukum, yangl disebabkan olehl para 

pemimpinl yang tidakl dapat melaksanakanl kebijakan negaral dan 

cenderungl bersifat lotoriter, bila semual kekuasaan dil bawah 

lkewenangannya. Berawal daril kerisauan Montesquieul tersebut, kemudianl 

dirumuskan suatul konsep pelaksanaanl pemerintahan berdasarkanl prinsip 

pemisahanl kekuasaan thel seperation ofl power.
24

  

Konsepl dasar pemisahanl kekuasaan adalahl bahwa kekuasaanl tidak 

bolehl dilimpahkan padal satu strukturl kekuasaan politikl melainkan harusl 

terpisah dil lembaga-lembagal negara yangl berbeda. Lembaga l-lembaga 

tersebutl adalah lembagal pemerintah yangl memiliki kewenanganl untuk 

mewujudkanl dan melaksanakanl kewenangan leksekutif, lembaga peradilanl 

yang berwenangl menyelenggarakan judikatifl dan lembagal perwakilan 

rakyatl (DPR untukl Indonesia) yangl memiliki kewenanganl menjalankan 

kekuasaanl legislatif.
25

 

Padal dasarnya embriol munculnya idel negara hukuml yang 

dikemukakanl oleh Platol telah mengintroduksil konsep lnomoi, di manal 

Plato mengemukakanl bahwa penyelenggaraanl yang baik l ialah yangl 

didasarkan padal pengaturan (hukuml) yang lbaik. Gagasan Plato l tentang 

negaral hukum inil semakin tegasl ketika didukungl oleh muridnya l 
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Aristoteles, yangl menuliskan kel dalam bukunya l politica.
26

 Menurutl Inu 

lKencana, konsep negaral hukum “didasaril pada kedaulatanl hukum, dil 

mana setiapl penyelenggaraan negaral beradasarkan atasl hukum, yangl 

berdaulat dalaml suatu negaral adalah hukuml dan setiapl kekusaan 

diperolehl melalui lhukum”.
27

 

Negaral Indonesia adalahl negara lhukum, ketentuan inil ditegaskan 

dalaml Pasal 1l Ayat (3l) UUD NRIl Tahun 1945l yang merupakanl konstitusi 

lnegara. Dengan dasar l yang ldemikian, kedaulatan tertinggi l di negara l 

Indonesia bersumberl atau berdasarkanl pada lhukum. Dalam konteksl 

negara Indonesia l sebagai negara l hukum, sesuail dengan ungkapanl Cicero, 

yangl menyatakan “Ubil societas ibul ius” yangl artinya dimanal ada 

masyarakatl disitu adal hukum.
28

  

Menurutl kepustakaan Bahasal Indonesia, istilahl negara hukuml 

merupakan terjemahanl langsung daril rechtsstaat. Istilahl rechtsstaat mulail 

populer dil Eropa sejakl abad XIXl meskipun pemikiranl tentang itul sudah 

adal sejak llama.
29

 Dalam konteksl negara hukuml di lIndonesia, istilah 

negaral hukum terbentukl dari dual suku lkata, negara danl hukum,
30

 yangl 

menunjukkan eksistensil negara danl hukum dalaml satu lkesatuan.   

Sebagail konsekuensi dianutl konsep negaral hukum dalaml UUD RIl 

Tahun l1945, maka setiapl tindakan aparaturl penegak hukuml harus 
                                                     

26
Ridwan, HR. 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

hlm. 2.  
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30
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Prenada Kencana Media Group, hlm. 19.  
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dilandasil hukum, dalaml hal inil mencakup hukuml dasar (UUDl RI Tahunl 

1945) danl undang-undangl sebagai lturunannya. Kemudian sebagai l bangsa 

yangl ingin tetapl bersatu makal kita telahl menetapkan dasarl dan ideologil 

negara, yaknil Pancasila yangl dipilih sebagail dasar pemersatul dan 

pengikatl yang kemudianl melahirkan kaidahl-kaidah penuntunl dalam 

kehidupanl sosial, lpolitik, dan lhukum.
31

 

Negaral hukum berawall dari idel sistem hukuml yang dilaksanakanl 

untuk membentukl sebuah sisteml yang menjaminl kepastian hukuml dan 

perlindunganl hak asasil manusia (humanl rights). Konsepl dasar daril negara 

hukuml adalah semual perilaku dalaml setiap aspekl kehidupan 

lbermasyarakat, berbangsa dan l bernegara harusl berdasarkan hukuml yang 

dirancangl dan dibuatl oleh pembentukl undang-lundang.
32

 

Kedaulatanl hukum padal prinsipnya menyatakanl bahwa kekuasaanl 

tertinggi dil dalam suatul negara adalahl hukum, olehl sebab itul seluruh alatl 

perlengkapan negaral apapun namanya l termasuk wargal negara harusl 

tunduk danl patuh sertal menjunjung tinggil hukum tanpal kecuali. Tindakanl 

pemerintah dalaml penyelenggaraan negara l berdasarkan hukuml 

merupakan pemenuhanl dari asasl legalitas dalaml perspektif hukuml tata 

negaral dan administrasil negara. Dil mana, setiapl tindakan yangl dilakukan 

pemerintahl dan aparaturl penegak hukuml harus terlebihl dahulu diaturl 

dalam undangl-undang, terkecualil tindakan tersebutl merupakan bagianl 

dari pelaksanaanl diskresi jabatanl yang dapatl dipertanggungjawabkan. 
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Suatul negara hukuml dalam pengaplikasiannya l ditandai olehl 

beberapa ciril khusus, yaitu l memiliki keterkaitanl yang eratl dengan hak l 

asasi lmanusia. Dengan kata l lain, suatul negara yangl berdasarkan hukuml 

harus mengakuil eksistensi dari l hak asasi l manusia, hall ini bisal dilihat daril 

ciri-ciril suatu negaral hukum yangl mencerminkan esensil dari negaral 

hukum itul sendiri, sebagaimanal dikemukakan Bambangl Sunggono 

sebagail berikut:
33

 

1) Pengakuanl dan perliandunganl hak-hakl asasi yangl mengandung 

persamaanl dalam bidangl politik, lhukum, sosial, lekonomi, dan 

lkebudayaan. 

2) Peradilanl yang bebasl dari suatul pengaruh kekuasaanl atau 

kekuatanl lain yangl tidak lmemihak. 

3) Legalitasl dalam artil hukum dalaml semua lbentuknya. 

Berdasarkanl ketiga ciril negara hukuml di latas, maka teori negara 

hukum dalaml penelitian tesis cukup relevan digunakan dalam 

menganalisis permasalahanl yang dikemukakanl dalam penelitianl ini, yaitul 

mengenai: pembuktian tidak pidana pencucian uang dalam memberikan 

kepastian hukum terhadap Terdakwa dan analisis yuridis pada pembuktian 

tindak pidana pencucian uang tersebut dalam memberikan kepastian 

hukum terkait putusan perkara pidana Nomor 1980/lPid.Sus/2021l/PN Lbpl 

pada Pengadilan Negeri Lubuk lPakam. 
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b. Teori Sistem Hukum 

Teori sistem hukum cukup relevan digunakan untuk menganalisis 

masalah penelitian, yaitu analisis yuridis pembuktian tindak pidana 

pencucian uang dalam memberikan kepastian terkait putusan perkara 

pidana Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk 

Pakam. Sistem hukuml didalamnya terdapat l beberapa subsisteml yang 

berperanl dalam keberlakuanl hukum dil masyarakat. Subsisteml yang 

hendakl diuraikan dalaml teori sisteml hukum, lmeliputi : struktur lhukum, 

substansi hukuml dan kulturl hukum. Substansil hukum tercerminl dalam 

peraturanl perundang-undanganl ataupun dalaml putusan-putusanl hakim 

selalul berasal daril budaya lhukum, dan institusil hukum yangl bekerja untukl 

membuat maupunl menerapkan danl menegakkan hukuml juga dipengaruhi l 

oleh budaya l hukum yangl hidup danl mempengaruhi orangl-orang yangl 

bekerja didalaml setiap institusil itu. Karenal itu, menurutl Lawrence 

lFriedmann, dari ketigal subsistem yangl ada dalam sistem hukum, faktor 

budaya hukum menjadi komponen utama yang sangat menentukan 

keberhasilan dari penegakan hukum.
34

 

lJ. C. T l Simorangkir menyatakanl hukum adalahl peraturan-

peraturanl yang bersifat l memaksa, yangl menentukan tingkahl laku manusial 

dalam lingkungan l masyarakat yangl dibuat olehl badan-badanl resmi yangl 
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berwajib, pelanggaranl terhadap peraturanl tadi berakibatkanl diambilnya 

ltindakan, dengan hukumanl tertentu.
35

  

Hukum l dalam kehidupanl bermasyarakat, berbangsal dan bernegaral 

memiliki kedudukanl yang lpenting, khususnya bagi l negara lIndonesia, 

yaitu untukl mwujudkan cital hukum Bangsa l dan Negara l Indonesia 

sebagaimanal terkandung dalaml pokok-pokokl pikiran yangl tercantum 

dalaml Pembukaan Undangl-Undang Dasarl Negara Republikl Indonesia 

1945l untuk membangun l negara yangl merdeka, lbersatu, berdaulat, adil l 

dan lmakmur, maka cital hukum itulahl adalah lPancasila. 

Upaya l mewujudkan kehidupanl yang ldamai, aman danl tenteram, 

diperlukanl adanya aturanl untuk mengaturl kehidupan sosiall masyarakat 

agarl sesama manusial dapat berperilakul dengan baikl dan lrukun. Namun, 

gesekanl dan perselisihanl antar sesamal manusia tidaklahl dapat 

ldihilangkan. Maka, hukuml diberlakukan terhadapl siapapun yangl 

melakukan perbuatanl melanggar lhukum.  

Lawrencel M. Friedmannl menyatakan bahwal berhasil ataul tidaknya 

penegakanl hukum sangat l bergantung lpada:  

Substansil hukum, strukturl hukum/pranatal hukum danl budaya lhukum. 

Substansi hukuml  adalah bagianl substansial yangl menentukan bisal atau 

tidaknya l hukum itu l dilaksanakan. Substansi l hukum juga l berarti produkl 

yang dihasilkanl oleh orangl yang beradal dalam sisteml hukum yangl 

mencakup keputusanl yang merekal keluarkan, ataul aturan barul yang 

merekal susun. Substansil hukum jugal mencakup hukuml yang hidupl 

(living lawl), bukan hanya l aturan yangl ada dalaml kitab undangl-undang 

(lawl books).
36
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21 

 

 

 

Substansil hukum yangl dimaksud olehl Lawrence Friedmannl adalah 

setiapl hukum yangl dapat dipandangl sebagai instrumenl hukum yangl lebih 

luasl cakupannya. Sehingga l isinya tidakl hanya terbatasl pada pengertianl 

peraturan perundangl-undangan ataupunl putusan lpengadilan, tetapi semua l 

dokumen yangl bernilai lhukum.
37

 Jimly lAsshiddiqie, memahami substansi l 

hukum yangl dimaksudkan olehl W. Friedmannl tidak hanya l dalam bentukl 

peraturan perundangl-undangan lsaja, melainkan juga l termasuk pulal 

dokumen-dokumenl yang bernilail hukum. Subtansil hukum, menurutl Jimly 

Asshiddiqiel dapat merupakanl instrumental sisteml hukum yangl mencakup 

bentukl-bentuk dokumenl tertulis maupunl tidak tertulisl yang bernilail 

hukum ataul bersifat lnormatif.
38

  

Sisteml hukum Indonesial yang didasaril pada pancasilal sebagai 

falsafahl hidup lbangsa, maka substansil hukum daril peraturan perundangl-

undangan harusl sesuai dengan l nilai-nilail Pancasila yangl 

diimplementasikan dalam l UUD RIl Tahun 1945l sebagai pedomanl utama 

bagil undang-undangl yang beradal di lbawahnya. Dengan ldemikian, materi 

muatanl peraturan perundangl-undangan harusl sesuai dengan l jenis lfungsi, 

dan hierarkil peraturan perundangl-undangan.   

Berkenaanl dengan materil muatan peraturanl perundang-lundangan, 

maka hall yang perlul diperhatikan dalaml membentuk peraturanl 

perundang-lundangan, yaitu bahwal perundang-undangan l itu harusl 
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dilakukan berdasarkanl asas pembentukanl peraturan perundangl-undangan 

yangl baik.  

Pembentukanl peraturan perundangl-undangan terdapatl sejumlah 

asasl yang harusl diikuti, yangl meliputi: asas l kejelasan ltujuan, asas 

kelembagaanl atau pejabatl pembentuk yangl tepat, asasl kesesuaian antaral 

jenis, lhierarki, dan materil muatan, asasl dapat ldilaksanakan, asas 

kedayaagunaanl dan lkehasilgunaan, asas kejelasan l rumusan danl asas 

lketerbukaan.
39

 Dengan adanya kejelasan substansi hukum, maka akan 

berpengaruh pada penegakan hukum, yaitu adanya pedoman bagi penegak 

hukum dalam menjalankan substansi suatu undang-undang.   

2. Kerangka Konsep 

Tujuan dari konsepsi adalah untuk menghindari kesalahpahaman 

ataupun kesalahan pengertian penafsiran dalam setiap istilah yang 

digunakanl dalam penelitianl ini. Konsepsi l dalam penelitianl ini dirumuskanl 

sebagai lberikut: 

a. Teori Dasar/Besar (Grand Theory) 

Teoril di tataranl ini sudahl harus berhubunganl dengan ilmul atau 

rumpunl ilmu hukuml terkait. Orangl mengatakan bahwal teori itul perkara 

pilihanl terkait jendelal mental yangl kita lgunakan. Walaupunl relatif larbiter, 

tidakl lalu berartil kita bisal memilih teoril secara lsembarangan. Harusl ada 

pertanggungjawabanl ilmiah tentangl pilihan-pilihanl itu. lBiasanya, pada l 

level inil paradigma mulail dirasakan lpengaruhnya.  
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Grandl Theory adalahl sebuah istilahl yang ditemukanl oleh seorangl 

ahli sosiolog bernamal Charles Wrightl Mills dalaml bukunya yangl berjudul 

“Thel Sociological lImagination” untukl menunjukkan bentukl teori 

abstraksil tinggi yangl mana pengaturanl formal danl susunan daril konsep-

konsepl lebih pentingl dibandingkan pengertianl terhadap dunial sosial. 

Dalaml pandangannya, grandl theory kurangl lebih dipisahkanl dari 

perhatianl nyata kehidupanl sehari-haril dan berbagail variasinya dalaml 

ruang danl waktu. 

Dari pengertian diatas, penulis menyatakan bahwa kerangka konsep 

yang termasuk dalam teori dasar/besar (grand theory) adalah teori 

pembuktian. 

Adapun arti pembuktian menurut beberapa Ahli tersebut adalah: 

a) Subekti 

Pembuktian adalah upaya l untuk menyakinkanl hakim tentangl 

kebenaran dalill atau dalill-dalil yangl dikemukakan dalaml suatu 

lpersengketaan.
40

 

b) Sudikno Mertokusumo 

Sudikno Mertokusumo mengartikan pembuktian dalam l arti 

yuridisl yang berartil upaya untukl memberil dasarl-dasarl yangl 

cukupl kepadal hakiml yangl memeriksal perkaral yangl 
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bersangkutanl guna l memberil kepastianl tentangl kebenaranl 

peristiwal hukum yangl diajukan ltersebut.
41

 

c) Hans Tangkau 

Hans Tangkau menyatakan bahwa pembuktian mengandung l 

arti bahwal benar suatul peristiwa pidanal telah terjadil dan 

Terdakwalahl yang bersalahl melakukannya danl harus 

ldipertanggungjawabkannya.
42

 

d) H. Muhammad Rusli 

H. Muhammad Rusli menyatakan bahwa pembuktian dalam 

hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan l 

keterangan-keteranganl melalui alatl-alat buktil dan barangl bukti 

guna l memperoleh suatul keyakinan atasl benar tidaknya l perbuatan 

pidanal yang didakwakanl serta dapatl mengetahui adal tidaknya 

kesalahanl pada diril Terdakwa.
43

 

Teoril yang digunakanl dalam penelitianl ini adalahl teori 

pembuktian yang olehl R. Soesilo dibedakan 3l macam yaitu : 

a) Sisteml Pembuktian Menurutl Undang-Undangl Yang lPositif; 

Menurutl sistem lini, salah satul pembuktian adalahl alat buktil 

yang telahl ditetapkan undangl-undang. Menurutl peraturan inil 

pekerjaan hakiml semata-matal hanya mencocokkanl apakah 
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sejumlahl bukti yangl telah ditetapkanl dalam undangl-undang 

sudahl ada, bilal sudah ial tidak perlul menanyakan isil hatinya 

(yakinl atau tidakl), tersangka harusl dinyatakan salahl dan dijatuhil 

hukuman. Dalaml sistem inil keyakinan hakiml tidak turutl 

mengambil bagianl sama lsekali, melainkan undangl-undanglah 

yangl berkuasa dil sini. 

b) Sistem pembuktianl menurut Undangl-Undang Yangl Negatif; 

Menurutl sisteml inil hakim hanya l dapatl menjatuhkanl 

hukuman, apabilal sedikitl-dikitnya l jumlah alatl buktil yangl telah 

ditentukanl undangl-undangl yang lada, ditambahl denganl 

keyakinan hakiml akanl kesalahanl terdakwa terhadapl peristiwal 

pidanal yang dituduhkan l lkepadanya. Walaupunl alat-alatl buktil 

llengkap, akan tetapi l jikal hakiml tidak yakinl tentangl kesalahanl 

terdakwa, makal harusl diputusl bebas. Dalaml sisteml inil bukan 

undangl-undangl yangl berkuasa melainkanl lhakim, tetapil 

kekuasaannya dibatasil olehl undangl-undang. 

c) Sisteml pembuktian lbebas; 

Menurutl sistem lini, undang-undangl tidak menentukanl 

peraturan sepertil sistem pembuktianl yang harusl ditaati olehl 

hakim. Sisteml ini mengganggapl atau mengakuil juga adanya l alat-

alatl bukti ltertentu, akan tetapil alat-alatl bukti inil tidak ditetapkanl 

dalam undangl-undang sepertil sistem pembuktianl menurut 

undangl-undang yangl positif danl sistem pembuktianl menurut 
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undangl-undang yangl negatif. Dalaml menentukan macaml-macam 

danl banyaknya alatl-alat buktil yang dipandangl cukup untukl 

menentukan kesalahanl terdakwa, hakiml mempunyai kekuasaanl 

yang lpenuh. Ia bebasl untuk menetapkanl itu. Adapun l peraturan 

yangl mengikat kepadanya l adalah bahwal dalam keputusannya l ia 

harusl menyebutkan pulal alasan-lalasannya. 

d) Sisteml pembuktian Melulul Berdasarkan Atasl Keyakinan Belakal 

Menurutl sistem inil hakim tidakl terikat kepadal alat-alatl bukti 

yangl tertentu, ial memutuskan, kesalahanl terdakwa melulul 

berdasarkan lkeyakinannya. Dalam hal l ini hakiml mempunyai 

kebebasanl yang penuhl dengan tidakl dikontrol samal sekali. 

Tentunya l selalu adal alasan berdasarl pikiran secaral logika, yangl 

mengakibatkan seorangl hakim mempunyail pendapat tentangl 

terbukti ataul tidak daril suatu lkeadaan. Soalnya adalahl bahwa 

dalaml sistem inil hakim tidakl diwajibkan menyebutkanl alasan-

alasanl itu danl apabila hakiml menyebutkan alatl-alat buktil yang ial 

pakai, makal hakim dapatl memakai alatl bukti apal saja. 

Keberadaanl sistem inil ialah bahwal terkandung didalamnya l suatu 

kepercayaanl yang terlalul besar kepadal ketetapan kesanl-kesan 

peroranganl belaka daril seorang lhakim. Pengawasan terhadapl 

putusan-putusanl hakim sepertil ini adalahl sukar untukl dilakukan 

olehl karena badanl pengawas tidakl dapat tahul pertimbangan-
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pertimbanganl hakim yangl mengalirkan pendapatl hakim kel arah 

lputusan.
44

 

Makna pembuktian yang diartikan penulis dalam penelitian 

adalah arti pembuktian yang dinyatakan oleh R. Subekti sesuai 

dengan arti pembuktian yaitu upaya untuk menyakinkan hukum 

tentangl kebenaran dalill atau ldalil-dalill yang dikemukakanl dalam 

suatul persengketaan. 

b. Teori Menengah (Middle Range-Theory) 

Teoril di tataranl Teori Menengahl (middlel reange-theoryl) dapatl 

ditemukenali daril cara kita mengalirkanl konsep-konsepl di dalaml 

proposisi yangl ada dalaml kerangka yangl sudah kita lsusun. Mungkinl 

pada saatl kita menyusun l rangkaian konsepl dan rangkaianl proposisi 

untukl keperluan menjawabl rumusan lmasalah, kita sebenarnya l sudah 

menggunakan l referensi teoretisl tertentu. Teoril di tataranl menengah 

memilikil kontribusi untukl membantu kital menjelaskan bagaimana l 

hubungan lantar-proposisil itu dijalinl dalam rangkal mengalirkan 

lkonsep-konsepl yang kital bangun dalaml kerangka lkonsep. 

Dari pengertian diatas, penulis menyatakan bahwa kerangka 

konsep yang termasuk dalam teori menengah (middle/range theory) 

adalah teori kepastian hukum. 

Ada beberapa teoril kepastian hukuml menurut beberapa lahli. Ada 

pun teoril kepastian hukuml tersebut adalah: 
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1) Teoril Kepastian Hukum l menurut Gustav Radbruch 

Teoril Kepastian Hukum l menurut Gustac Radbruchl 

menyatakan bahwal kepastian hukuml merupakan salahl satu 

tujuanl dari hukuml itu lsendiri. Gustavl Radbruch menjelaskanl 

bahwa dalaml teori kepastianl hukum memiliki 4 (lempat) hall 

mendasar yangl memiliki hubunganl erat denganl makna kepastianl 

hukum itul sendiri, adapun hal mendasar tersebut adalah: 

a) Hukum l merupakan hall positif yangl memiliki artil bahwa 

hukuml positifl ialahl lperundang-lundangan. 

b) Hukum l didasarkanl padal sebuah lfakta, arti hukuml itu 

dibuatl berdasarkan padal kenyataan. 

c) Faktal yang termaktubl atau tercantuml dalam hukuml harus 

dirumuskanl denganl caral yangl ljelas, sehingga l akan 

menghindaril kekeliruanl dalaml hall pemaknaan ataul 

penafsiran sertal dapat mudahl ldilaksanakan. 

d) Hukum l yangl positif tidakl bolehl mudahl ldiubah. 

Dari pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa kepastian l 

hukum merupakanl keadaan yangl pasti, ketentuanl maupun 

ketentuan yang merupakan salahl satu produkl dari hukuml atau 

lebihl khususnya lagil merupakan produkl dari lperundang-

undanganl yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu 

serta bersifat adil dan harusl menunjang antaral suatu tatananl dan 
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dinilail wajar sehingga hukum tersebut dapat dijalankan l sesuai 

denganl fungsi yangl dimilikinya. 

2) Teoril Kepastian Hukum l menurut Janl M. Ottol 

Janl M. Ottol berpendapat mengenail kepastian hukuml yang 

disyaratkanl menjadi beberapal hal sebagail berikut: 

a) Kepastianl hukum menyediakanl aturan hukuml yangl jelasl 

sertal jernih, konsistenl serta l mudah diperolehl ataul diakses. 

Aturanl hukum tersebutl haruslah diterbitkanl oleh kekuasaanl 

negara danl memiliki tigal sifat yaitul jelas, konsistenl dan 

mudahl diperoleh. 

b) Beberapal instanti penguasa l atau pemerintahanl dapat 

menerapkanl aturan hukuml dengan caral yang konsistenl 

serta dapatl tunduk maupunl taat lkepadanya. 

c) Mayoritasl warga pada l suatu negaral memiliki prinsipl untuk 

dapatl menyetujui muatanl yang adal pada muatanl isi. Olehl 

karena litu, perilakul warga punl akan menyesuaikanl 

terhadap peraturanl yang telahl diterbitkan olehl pemerintah. 

d) Hakiml peradilan memilikil sifat yangl mandiri, artinya l 

hakim tidakl berpihak dalaml menerapkan aturanl hukum 

secaral konsisten ketikal hakim tersebutl dapat 

menyelesaikanl hukum. 

e) Keputusanl dari peradilanl dapat secaral konkrit 

ldilaksanakan. 
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Janl M. Ottol memiliki lima syaratl dalam kepastianl hukum 

dimana lmenunjukan, bahwal kepastianl hukuml dapatl ldicapai, 

apabilal substansi l hukum l sesuail denganl kebutuhanl yangl ada l 

padal lmasyarakat. 

3) Teori Kepastian Hukuml menurut Sudikno Mertokusumo 

Sidikno Mertokusumol mengungkapkan bahwal kepasatian 

hukuml adalah sebuahl jaminan agarl hukum dapatl berjalan 

lsemestinya, yang berarti denganl kepastian hukuml seseorang 

memilikil hak adalahl yang telahl mendapatkan putusanl dari 

keputusanl hukum itul sendiri. Dari teori tersebut dapat dinyatakan 

bahwa kepastianl hukum merupakanl pelaksanaan hukuml yang 

sesuail dengan bunyi yang telah dinyatakan oleh hakim dalam 

sebuah persidangan.  

4) Teoril Kepastian Hukum l menurut Nusrhasanl Ismail 

Nusrhasanl Ismaill menyatakanl bahwa l penciptaanl dalaml 

kepastianl hukuml dalaml peraturanl perundangl-undanganl 

memerlukanl beberapal lpersyaratan. 

Persyaratanl yangl dimaksudl oleh Nusrhasanl Ismail adalah: 

a) Adanya l kejelasan konsepl yang ldigunakan.  

b) Hadirnya l kejelasan hirarkil yang dinilail penting, karenal 

menyangkut sah l atau tidakl sahnya.  

c) Adanya konsistenti pada norma hukum perundang-

undangan.  
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Nusrhasanl Ismail juga menjelaskanl bahwa kepastianl 

hukuml menghendakil adanya l suatul upaya peraturanl hukuml 

dalaml undang-undangl yangl dibuatl olehl lpihak-pihakl lberwenang. 

Sehinggal aturanl yangl dibentuk tersebutl memiliki suatul aspekl 

yangl yuridis sertal dapatl menjaminl adanyal kepastianl bahwal 

hukuml memiliki fungsi l sebagai l sebuahl peraturan dimana harusl 

danl wajib ditaatil oleh masyarakatl atau warga l negaranya. 

 

 

c. Teori Aplikatif/Terapan (Applied Theory) 

Teori hukum memiliki lapisan dasar yang disebut dengan 

fakta. Dimana fakta ditemukan dengan hal yang terjadi di kehidupan 

masyarakat. Fakta-fakta tersebut kemudian di telaah dan dipilah. 

Fakta-fakta yang memiliki klasifikasi l karakteristik yangl sama 

kemudian dimasukkanl dalam satul konsep. Kognisi manusia kemudian 

kemampuan untuk menghubungkan l antara satul konsep dengan l 

konsep yangl lain. Konsep tersebut dimasukkan dalam satu preposisi. 

Dalaml ilmu lhukum, lasas-asasl hukum biasanya l masuk kel dalam 

tataranl ini. Demikianl juga lklausula-klausulal dalam perjanjianl atau 

peraturanl perundang-lundangan. 

Dalam suatu penelitian, rumusanl masalah yangl diajukan kerap 

kali cukupl kompleks, makal penulis seringl dituntut untukl membuat 

beberapal proposisi sekaligusl yang kemudianl dijalin menjadil satu 
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aliranl berpikir. lJadi, padal akhirnya terdapatl suatu kerangkal berpikir, 

yangl sebenarnya merupakanl rangkaian satull proposisi yangll terhubung 

kell proposisi lllainnya, sehingga l kita menemukan satul landasan 

kognitifl untuk menjawabl rumusan masalahl yang ldiajukan. Rangkaianl 

antar-proposisil ini sesungguhnya l dalam skalal kecil sudahl merupakan 

“lteori” jugal karena sudahl memiliki fungsil deskriptif danl preskriptif. 

Suatul teori padal hakikatnya merupakanl bangunan “linter-relatedl 

propositions”. Teoril di tataranl ini sangatl aplikatif untukl menjawab 

rumusanl masalah yangl diajukan. Kalaul begitu, kerangkal konsep inil 

sebenarnya bisa l dipakai sebagail „appliedl theory‟ dalaml penelitian 

ltersebut. 

Dari pengertian diatas, penulis menyatakan bahwa kerangka 

konsep yang termasuk dalam teori aplikatif/terapan (applied theory) 

adalah teori tindak pidanal dan teoril tindak pidanal pencucian luang. 

1) Teori Tindakl Pidana 

Istilahl tindakl pidanal (ldelik) berasall daril istilahl yangl 

dikenall dalaml hukuml pidanal Belandal yaitul strafbaarl lfeit.  

Walaupunl istilahl inil terdapatl dalaml Wetboekl vanl Strafrechtl 

(WvSl) lBelanda, denganl demikianl juga l WvSl Hindia l Belandal 

lNv.sNI, tetapil tidak adal penjelasan resmil tentang yangl dimaksud 

denganl strafbaar feitl itu. 

Olehl karena itul para ahlil hukum berusahal untuk 

memberikanl arti danl isi daril istilah litu. Sayangnya sampail kini 
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beluml ada keseragaamanl pendapat tentangl rumusan ilmiahl 

strafbaar feitl itu lsendiri. Pembentuk undangl – undang Indonesia l 

telah menerjemahkanl perkataan strafbaarl feit sebagail tindakl 

pidana dil dalaml Kitabl lUndang-Undangl Hukum l Pidanal tanpal 

memberikanl sesuatul penjelasanl mengenail yangl dimaksudl 

denganl perkataanl strafbaarl feitl ltersebut.
45

 

Untukl memberi gambaranl secara jelasl tentang pengertianl 

tindak pidanal atau ldelik, berikut inil penulis kemukakanl beberapa 

pandanganl beberapa ahlil hukum berikutl ini : 

a) Tindak Pidana (strafbaar feit) menurut Pompe 

Menurutl Pompe perkataanl strafbaar feitl itu secaral teoritis 

dapatl dirumuskan sebagail “suatul pelanggaran normal (gangguan l 

terhadap tertibl hukum) yangl dengan sengajal ataupun tidakl 

dengan sengajal dilakukan olehl seorang lpelaku, dimana 

penjatuhanl hukuman terhadapl pelaku tersebutl adalah perlul demi 

terpeliharanya l tertib hukuml dan terjaminnya l kepentingan lumum” 

ataul sebagai del normovertreding (verstoringl der lrechtsorde), 

waaranl de overtrederl schuld heeftl en waarvanl de bestraffingl 

dienstig isl voor de l handhaving derl rechts ordel en del 

benhartigining vanl het algemeenl welzijn”.
46

 

b) Tindak Pidana (strafbaar feit) menurut Simons 
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Dalaml rumusan yangl dinyatakan olehl Simons tentangl 

pengertian tindakl pidana (lstraafrechtfeit), jugal diatur dalaml asas 

hukuml pidana lIndonesia, yaitu l asas legalitasl (principlel of 

llegality) ataul dalam bahasal latin seringl disebut denganl “Nulluml 

Delictuml Noella Poenal Sine Praevial Lege lPoenali”, adalahl 

“Tidakl ada perbuatanl yang dilarangl dan diancaml dengan pidanal 

jika tidakl ditentukan terlebihl dahulu dalaml perundang-

lundangan”, ketentuanl lainnya juga l dapat ditemukanl dan diaturl 

dalam Pasall 1 ayat l (l1) lKUHP, yangl berbunyi “Tiadal suatu 

perbuatanl dapat ldipidana, kecualil atas kekuatanl peraturan pidanal 

dalam lperundang-undanganl Pasal ltersebut”. Akanl tetapi, Simonsl 

telah merumuskanl “strafbaarl feit” itul sebagai suatul “tindakanl 

melanggar hukuml yang telahl dilakukan denganl sengaja ataupunl 

tidak denganl sengaja olehl seseorang yangl dapat 

dipertanggungjawabkanl atas tindakannyal dan yangl oleh lundang-

undangl telah dinyatakanl sebagai suatu l tindakan yangl dapat 

ldihukum”. 

c) Tindak Pidana (strafbaar feit) menurut Van Hammel 

Vanl Hammel merumuskanl sebagai berikutl “straafbarl feit” 

adalahl kelakuan orangl (menselijkel gedraging) yangl dirumuskan 

dalaml wet, yangl bersifat melawanl hukum, yangl patut dipidanal 

(lstrafwaarding) danl dilakukan denganl kesalahan”.
47
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d) Tindak Pidana (strafbaar feit) menurut Moeljatno 

Moeljatnol menjelaskan hukuml pidana adalahl bagian 

daripada keseluruhanl hukum yangl berlaku dil suatu negara l yang 

mengenakan ldasar-dasarl dan laturan-aturanl untuk : 

(1) Menentukanl perbuatan-perbuatanl mana yangl tidak bolehl 

dilakukan, yangl dilarang dengan l disertai ancamanl atau 

sanksil berupa pidanal tertentu bagil barang siapal melanggar 

laranganl tersebut; 

(2) Menentukanl kapan danl dalam lhal-hall apa kepadal mereka 

yangl telah melanggar l larangan-larangan l itu dapatl dikenakan 

ataul dijatuhi pidanal sebagaimana yangl telah diancamkan; 

(3) Menentukanl dengan caral bagaimana pengenaan pidanal itu 

dapatl dilaksanakan apabilal ada orangl yang disangka l telah 

melanggarl larangan itu.
48

 

2) Teori Tindak Pencucian Uangl 

Undangl-Undang Nomor l 8 Tahunl 2010 tentangl Pencegahan danl 

Pemberantasan Tindakl Pidana Pencucianl Uang adalahl segala 

perbuatanl yang memenuhil unsur-unsurl tindak pidanal sesuai dengan l 

ketentuan dalaml Undang-Undangl tersebut. Definisi pengertian tindak 

pidana pencucian uang menurut Undang-Undang tersebut sangat 

singkat. Dimana unsur-unsur yang termasuk dalam Undang-Undang 
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tersebut meliputi segala perbuatan dan unsur memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana. 

Ada beberapa pengertian pencucian uang menurut Ahli, yaitu: 

a) Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling 

Pencucianl uang adalahl proses penyembunyianl keberadaan 

sumberl tidak sahl atau aplikasil pendapat tidakl sah, sehinggal 

pendapatan itul menjadi lsah. 

b) Pencucian Uang menurutl Fraser l 

Pencucianl uangl adalahl sebuahl prosesl yangl sungguhl 

sederhanal dimanal uangl kotorl di l prosesl ataul dicucil melaluil 

sumberl yangl sahl ataul bersihl sehinggal orangl dapatl menikmatil 

keuntunganl tidakl halall itul denganl laman. 

c) Pencucian Uang menurutl Giovanolil 

Moneyl laundering merupakanl proses danl dengan caral seperti 

litu,maka asetl yang di l peroleh daril tindak pidanal dimanipulasikan 

sedemikianl rupa sehingga l aset tersebutl seolah berasall dari 

sumberl yang lsah. 

d) Pencucian Uang menurut lJ. Koersl 

Moneyl laundering merupakanl suatu caral untuk mengedarkanl 

hasil kejahatanl kedalam suatul peredaran yangl sah danl menutupi 

lasal-usul l tersebut. 

e) Pencucian Uang menurut lByung-Ki l Lee 



37 

 

 

 

Moneyl laundering merupakanl proses memindahkanl 

kekayaan yangl di perolehl dari aktivitasl yang melawanl hukum 

menjadil modal yangl sah. 

F. Asumsi  

Asumsi l (anggapanl dasar) merupakanl suatu gambaranl sangkaan, 

lperkiraan, satul pendapat ataul kesimpulan lsementara, ataul suatu teoril 

sementara yangl belum ldibuktikan. 

Menurutl pendapat Winarko Surakhmanl sebagaimana dikutipl oleh 

Suharsimil Arikunto dalaml buku Prosedurl Penelitian Suatul Pendekatan 

lPraktik, bahwal asumsi ataul anggapan dasarl adalah sebuahl titik tolakl 

pemikiran yangl kebenarannya diterimal oleh penyelidikl (Suharsimi, 2006:65). 

Asumsi (Anggapan Dasar) penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah majelisl hakim yangl memutus perkaral nomor 1980/lPid.Susl/2021/PNl 

Lbp dengan Terdakwa atas nama Picandi Mascojaya, SKM, MM., Alias 

Candi menyatakan tindakl pidana pencucianl uang tidakl terbukti dilakukanl 

Terdakwa dikarenakanl tahun perolehan harta kekayaan yang akan disita 

diperoleh Terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana awal yaitu tindak 

pidanal Secara berlanjutl dan turutl serta menyalahgunakan l kekuasaan 

lmemproduksi, mengedarkan sediaanl farmasi danl/atau alatl kesehatan yangl 

tidak memenuhil standar danl/atau persyaratanl keamanan, khasiatl atau 

lkemanfaatan, dan mutul sebagaimana dalaml dakwaan kesatul pertama 

Penuntutl Umum dan tidak adanya laporan atau saksi l ahli daril Pusat 
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Pelaporanl dan Analisisl Transaksi Keuanganl (lPPATK) yang dihadirkan 

Penuntut Umum. 

G. Keaslian Penelitian 

Berdasarkanl informasi danl penelusuran yangl telah penulisl lakukan dil 

perpustakaan Sumateral Utara sertal kepustakaan Magisterl Ilmu Hukum l 

Universitas Pembangunan Panca Budi, penelitianl berjudul, “Analisis Yuridis 

Terhadap Tindakl Pidana Pencucianl Uang dalaml Memberikan Kepastian 

Hukum (Studi l Kasus Putusan l Nomorl 1980/lPid.Susl/2021/PNl Lbp” beluml 

pernah adal yang lmeneliti, adal penelitian tesisl yangl dilakukan olehl 

mahasiswa Magisterl Ilmu Hukum Universitasl Sumatera lUtara, lyaitu : 

1. Firman All Frio Hutasoit, dengan judul “Kekuatanl Hukum Pembuktianl 

Tindak Pidanal Pencucian Uangl Berdasarkan Dual Alat Bukti l (Studi l 

Penelitian Dil Pengadilan Negeril Medan)”.  

Dalam Tesisnya Firmanl All Frio l Hutasoit menjelaskan mengenai 

kekuatanl hukum pembuktianl dalam perkaral tindakl pidanal pencucianl 

uangl berdasarkanl dua alatl lbukti. Dimana Firman All Frio Hutasoit 

melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Sementara dalam 

tesis ini Penulis menjelaskan sulitnya pembuktian tindak l pidana 

pencucianl uang yangl berakibat tindakl pidana pencucianl uang tersebut 

tidak dapatl dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Penulis melaksanakan 

penelitian secara normatif sesuai putusan perkara nomor 

1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam; 
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2. Zainuddin, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak l 

Pidana Pencucianl Uang (Money Loundering) Yangl Berasal Daril Tindak 

Pidanal Narkotika (Analisis Putusanl Pegadilan Tinggi Banda Aceh 

Nomor 172/PID/2020/PT.BNA)”. 

Dalam tesisnya Zainuddin menjelaskan mengenai pertanggungjawaban 

pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dimana tindak pidana 

asalnya adalah tindak pidana Narkotika. Sementara dalam tesis ini 

Penulis menjelaskan sulitnya pembuktian tindak pidana pencucian uang 

yang berakibat tindak pidana pencucian uang tersebut tidak dapat 

dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Penulis melaksanakan penelitian 

secara normatif sesuai putusan perkara nomor 1980/lPid.Sus/2021l/PN 

Lbpl di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam l serta tindak pidana asalnya 

adalah tindak pidana farmasi danl/atau alatl kesehatan yangl tidak 

memenuhil standar danl/atau persyaratanl keamanan, khasiatl atau 

lkemanfaatan, dan lmutu; 

3. Ridhoi Meyglen R, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik 

Manfaat Atas Dana Yang Berasal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang”. 

Dalam tesisnya Ridhoi Meyglen R menjelaskan mengenai 

pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat atas dana yang berasal dari 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara dalam tesis ini Penulis 

menjelaskan sulitnya pembuktian tindak pidana pencucian uang yang 

berakibat tindak pidana pencucian uang tersebut tidak dapat dibuktikan 

oleh Penuntut Umum dan Penulis melaksanakan penelitian secara 

https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/21885/penelitian/pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak-pidana-pencucian-uang-money-loundering-yang-berasal--dari--tindak-pidana-narkotika-analisis-putusan-pegadilan-tinggi-banda-aceh-nomor-172pid2020ptbna
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normatif sesuai putusan perkara nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp di 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta tindak pidana asalnya adalah 

tindak pidana farmasil dan/ataul alat kesehatanl yang tidakl memenuhi 

standarl dan/ataul persyaratan lkeamanan, khasiatl atau lkemanfaatan, danl 

mutu; 

H. Metode Penelitian 

Secaral etimologi metodel dapat diartikanl sebagai jalanl atau caral 

melakukan ataul mengerjakan lsesuatu, metodel berasal daril bahasa Yunanil 

“lmethodos” yangl artinya ”jalanl menuju” bagil kepentingan ilmul 

pengetahuan, metodel merupakan titikl awal menujul proposisi-proposisi l akhir 

dalaml bidang pengetahuanl tertentu.
49

 Penelitianl adalah sebagail bagian daril 

proses pengembanganl ilmu pengetahuanl dengan menggunakan l metode 

tertentul yang bertujuanl untuk mengetahuil apa yangl telah danl akan sedangl 

terjadi sertal memecahkan masalahnya l atau suatul kegiatan pencarianl kembali 

padal kebenaran.
50

 Metodel penelitian hukuml adalah suatul cara kerjal atau 

upayal ilmiahl untukl lmemahami, lmenganalisis, lmemecahkan, danl 

mengungkapkan suatul permasalahanl hukum berdasarkanl metodel ltertentu.  

1. Spesifikasi Penelitian 

a. Sifatl Penelitian 

Metode penelitianl dalam penulisan ini yangl digunakan penulis 

adalahl menggunakan yuridis lnormatif. Metode penelitian yuridis 
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normatifl adalah penelitianl hukum kepustakaanl yang dilakukanl dengan 

caral meneliti bahanl-bahan kepustakaanl atau datal sekunder lbelaka.
51

 

Dengan katal lain dapatl dikatakan yangl dimaksud denganl yuridis 

normatifl adalah pendekatanl yang dilakukanl berdasarkan bahanl hukum 

yangl menelaah teoril-teori, konsepl-konsep, asasl-asas hukum l serta 

peraturanl perundang-undangan l yang berhubungan l dengan penelitianl 

ini. Dimanal pendekatan inil dikenal juga l dengan pendekatanl 

kepustakaan yangl berarti mempelajaril buku-lbuku, peraturan 

perundangl-undangan danl dokumen lainl yang berhubungan l dengan 

penelitianl ini. 

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian dengan 

metode yuridis normatif adalah :
52

 

a. Penelitianl terhadap lasas-asasl hukum. 

b. Penelitianl terhadap sistematikal hukum. 

c. Penelitianl terhadap tarafl sinkronisasi hukuml secara vertikall dan 

lhorisontal. 

d. Perbandinganl hukum. 

e. Sejarahl hukum. 

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa, dalam penelitian 

yang menggunakan metode yuridis normatif maka penelitian tersebut 
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dilakukan denganl cara menarikl asas hukuml yang dilakukanl baik 

terhadapl hukum positifl tertulis maupunl tidak ltertulis.
53

 

2. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa 

lokasi adalah letak atau tempat. Maka lokasil penelitian dari penelitianl 

ini adalah Pengadilanl Negeri Lubuk Pakam. Hal l ini dikarenakanl studi 

kasus dari perkara yang diteliti dalam penelitian ini diadili di 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 

Populasil dan sampell merupakanl salahl satul bagianl pentingl 

dalaml penelitian yangl harusl ditentukan sejakl awal. Dengan l penentuan 

jenisl objek penelitianl ini, penelitil bisa menentukanl metode penelitianl 

yang lebihl sesuai dengan l kondisi danl kebutuhan. Dalam sebuah 

penelitian yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan l dari 

subjekl penelitian, sedangkanl sampel adalahl sebagian daril populasi 

ltersebut. Djarwantol menyatakan populasil adalah jumlahl keseluruhan 

daril satuan-satuanl atau lindividu-individu l yang karakteristiknya l hendak 

lditeliti. Danl satuan-satuanl tersebut dinamakanl unit lanalisis, dan l dapat 

berupal orang-lorang, linstitusi-linstitusi, benda-benda danl lain 

sebagainya.
54

 Sementara Sugiyono menyatakan bahwa sampel l adalah 

suatul bagian daril keseluruhan sertal karakteristik yangl dimiliki olehl 
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sebuah lPopulasi.
55

 Berdasarkan pengertian ltersebut, maka pupulasi dan 

sampel dari penelitian ini adalah majelis hakim dan panitera yang 

menangani perkara tersebut. 

3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan datal yang baikl tidak selalul memberikan 

datal yang lbaik, kalaul teknik pengumpulanl data tidakl tepat. Oleh sebab 

itu tekhnik pengumpulan data perlu perhatian dari si Penulis agar data 

yang diperoleh lebih objektif. Ada beberapa alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data untuk melakukan suatu penelitian. Penelitianl ini 

dilakukanl dengan menggunakanl alat pengumpulanl data studil 

kepustakaan ataul studi dokumenl (documentary study) untukl 

mengumpulkan datal sekunder yangl terkait denganl permasalahan yangl 

diajukan denganl cara mempelajari l buku-lbuku, jurnal l hukum, hasill 

penelitian danl dokumen peraturanl perundang-undangan l seperti Kitabl 

Undang-Undangl Hukum Pidanal (Kitabl Undangl-Undangl Hukum l 

Pidana), Kitabl lUndang-Undangl Hukuml Acaral Pidanal (KUHAPl), 

lUndang-Undangl Nomorl 8l Tahunl 2010l tentangl Tindakl Pidana 

Pencucianl Uang sertal peraturan lperundang-undanganl lainnya yangl 

terkait denganl penelitian lini. 

Selain denganl menggunakan alat pengumpulan data studi 

kepustakaan, penulis juga menggunakan alat pengumpulan l data denganl 
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melaksanakan wawancara l secara langsungl dengan majelis hakim l dan 

panitera yang melaksanakan persidangan terhadap perkara tersebut. 

4. Analisis Data 

Penelitian yang dilaksanakan dengan yuridis l normatif 

sebagaimanal telah dijelaskan dil atas, merupakanl penelitian denganl 

melakukan analisisl terhadap permasalahanl dalam penelitianl melalui 

pendekatanl asas-asasl hukum sertal mengacu padal norma-normal hukum 

yangl terdapat dalaml peraturan lperundang-undanganl yang adal di 

Indonesial serta menggunakanl jenis datal dari bahanl pustaka yangl 

dinamakan datal sekunder. Dalam penelitianl yang termasuk dalam data 

primer adalah Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal (Kitabl Undangl-

Undangl Hukum l Pidana), Kitabl lUndang-Undangl Hukum l Acara l Pidanal 

(KUHAPl), lUndang-Undangl Nomorl 8l Tahun 2010l tentang Tindakl 

Pidana Pencucianl Uang dan yang termasuk dalam data sekunder adalah 

terdiril dari lbuku-buku, jurnall hukum, lteori-teoril hukum, pendapatl para 

ahlil dan lhasil-hasil l penelitian lhukum. Sedangkanl bahanl hukum l tertierl 

yaitul Kamusl Umum Bahasa l Indonesia, kamusl hukuml dan 

ensiklopedial hukum maupunl Ensiklopedia Hukum l Indonesia. 

lData-data l yang telahl diperoleh tersebutl kemudian dianalisis 

denganl mengadakan pengamatanl data-datal yang telah diperolehl serta 

menghubungkan l tiap-tiapl data yangl telah diperolehl tersebut.  

Setelahl dilakukan pengolahanl data, penulisl melakukan 

analisisl data. Analisisl data yangl dilakukan dengan melakukan 
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pengamatan terhadap putusan majelisl hakim terhadapl perkara pidanal 

nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp dalaml pembuktian tindakl pidana 

pencucianl uang dalaml memberikan kepastian hukum terhadap 

Terdakwa. Selanjutnya penulis menggunakanl perangkat lnormatif, 

yaknil interpretasi danl konstruksi hukuml dan selanjutnya l dianalisis 

denganl menggunakan metodel kualitatif sehingga l dapat ditarikl 

kesimpulan denganl metode deduktifl yang menghasilkanl suatu 

kesimpulanl yang bersifatl umum terhadapl permasalahan danl tujuan 

lpenelitian. 

5. Rencana jadwal penelitianl 

Penelitianl diaharapkan dapat dilaksanakan l secara efektif dan 

efisien dan dapat diselesaikan tepat waktunya, maka disusun rencana 

jadwall penelitian sebagail berikut: 

 

lNo. Kegiatanl 2022 

Juni Julil  Agustus Septemberl 

1.  Pengajuanl Judul     

2.  Penyusunan Proposall     

3.  Penyusunan Seminar     

4.  Penelitian dan Pengolahan 

Data 

    

5.  Proses Bimbingan     

6.  Persiapan dan sidang meja 

hijau 

    

Tabel 1 Rencana Jadwal Penelitian 

I. Sistematika Penulisan 

Padal dasarnya isil penelitian ini secara l umum dapatl dibagi atasl tiga 

lbagian, yaitul Pendahuluan, Hasill Penelitian danl Pembahasan yangl terdiri 
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daril tiga bagian yaitul teori, datal dan analisi, dan diakhiri dengan Kesimpulan 

dan Saran. 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalaml Bab inil akan diuraikanl pembahasan tentangl :  Latarl 

Belakang Pemilihan Judul, Perumusan lMasalah, Tujuanl Penelitian, 

Manfaatl Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka l Konsep, 

Asumsi, Keaslian lPenelitian, Metode Penelitian dan l Sistematika 

Penelitian. 

BAB II. PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP 

TERDAKWA 

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Tindak Pidana 

Pencucian Uang, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dan 

Kepastian Hukum terhadap Terdakwa. 

BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG 

DILAKSANAKAN TERDAKWA TERKAIT TINDAK PIDANA 

PENCUCIAN UANG 

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : 

Pertanggungjawaban Pidana, Macam-macam Pertanggungjawaban 

Pidana, Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana, Unsur-Unsur 

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana 

Pencucian Uang dalam Memberikan Kepastian Hukum. 
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BAB IV. PERTIMBANGAN HAKIM PADA PEMBUKTIAN TINDAK 

PIDANA PENCUCIAN UANG UNTUK MEMBERIKAN 

KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PUTUSAN PERKARA 

PIDANA Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp PADA 

PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM 

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Hal Putusan 

Hakim, Pertimbanganl Hakim dalaml memutus perkaral Tindak 

Pidanal Pencucian Uangl untuk Memberikan Kepastian Hukum, 

Delik Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertimbangan Hakim 

pada Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang untuk 

Memberikan Kepastian Hukum terkait Putusan Perkara Pidana 

Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk 

Pakam. 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bagianl akhir ini akan diberikan Kesimpulan l dan lSaran-

Saran.
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BAB II 

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP 

TERDAKWA  
 

A. Tindak Pidana Pencucian Uang 

Tindakl Pidana Pencucianl Uang telahl menjadi pusatl perhatian sejakl 

tahun 1980an terutamal dalam bidang peredaranl obat-obatan lterlarang. 

Namun istilah tersebut sudah mulai muncul pada tahun l 1930 dimana 

munculnya l istilah tersebutl erat kaitannyal dengan usaha pencucian pakaian 

(llaundry). Istilah money laundring pada awalnya berasal dari tindak pidana 

yang dilakukan Al Capone. Al l Capone merupakan penjahat l terbesar dil 

Amerika Serikatl di masal lalu, dimana ianya melakukan l tindak pidanal 

pencucian yang uangl tersebut denganl bekerja samal dengan Meyer Lansky, 

Lansky merupakan seorang akuntan yang jenius yang melakukan pencucian 

uangl kejahatan All Capone melaluil usaha binatul (llaundry).
56

 

Istilahl pencucian uangl berasal daril bahasa Inggrisl yaitu “moneyl 

laundering”. Istilah “money laundering” tidakl memiliki definisi yangl 

universal. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki pengertian yang 

berbeda mengenai arti dari “money laundering” tersebut. 

lUndang-Undangl Nomor 8l Tahun 2010l tentang Pencegahanl dan 

Pemberantasanl Tindak Pidanal Pencucian memberi pengertian mengenail 

Tindak Pidanal Pencucian lUang. Berdasarkan lundang-undangl tersebut, 

tindakl pidana pencucianl uang dapatl diklasifikasikan kel dalam 3l (ltiga) lpasal: 
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1. Pasall 3 

Setiapl orang yangl menempatkan, lmentransfer, lmengalihkan, 

lmembelanjakan, lmembayarkan, lmenghibahkan, lmenitipkan, membawal 

ke luarl negeri, mengubahl bentuk, menukarkanl dengan matal uang ataul 

surat berhargal atau perbuatanl lain atasl Harta Kekayaan l yang 

diketahuinya l atau patutl diduganya merupakanl hasil tindakl pidana 

sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 2l ayat ( l1) dengan l tujuan 

menyembunyikan l atau menyamarkanl asal usull Harta Kekayaanl 

dipidana karenal tindak pidanal Pencucian Uangl dengan pidanal penjara 

palingl lama 20 l (dua l puluh) tahunl dan dendal paling banyak l 

Rp10.000.000.000.00l (sepuluhl miliar lrupiah). 

2. Pasall 4 

Setiapl Orang yangl menyembunyikan ataul menyamarkan asall usul, 

lsumber, llokasi, lperuntukan, pengalihanl hak-hak, ataul kepemilikan 

yangl sebenarnya atasl Harta Kekayaanl yang diketahuinya l atau patutl 

diduganya merupakanl hasil tindakl pidana sebagaimana l dimaksud 

dalaml Pasal 2 l ayat ( l1) dipidanal karena tindakl pidana Pencucianl Uang 

denganl pidana penjaral paling lamal 20 (dual puluh) tahunl dan dendal 

paling banyakl Rp5.000.000.000,00 l (limal miliar lrupiah). 

3. Pasall 5 

Setiapl Orang yangl menerima ataul menguasai lpenempatan, 

lpentransferan, lpembayaran, lhibah, lsumbangan, lpenitipan, lpenukaran, 

ataul menggunakan Hartal Kekayaan yangl diketahuinya ataul patut 
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diduganya l merupakan hasill tindak pidanal sebagaimana dimaksudl 

dalam Pasall 2 ayat l (l1) dipidanal dengan pidanal penjara palingl lama 5l 

(llima) tahunl dan dendal paling banyak l Rp1.000.000.000,00l (satul miliar 

lrupiah). 

Lebihl lanjut setelahl melihatl pendapatl pada lahli, Sutanl Remy 

Sjahdeinil merumuskan pengertianl pencucian uangl atau moner launderingl 

sebagai suatul proses daril rangkaian kegiatanl yang dijalankanl oleh seseorangl 

atau organisasil terhadap uangl haram yangl berasal daril tindak lpidana, yangl 

kemudian disembunyikanl atau disamarkanl asal-usul l uang haraml tersebut 

melaluil financial lsystem, uangl hasil kejahatanl yang didapatl secara melawanl 

hukum, lseolah-olahl keluar daril financial systeml seolah-olahl bukan yangl 

yang bermasalahl maka tercatatl sebagai uangl yang lhalal.
57

 

Daril uraian ldiatas, jelasl bahwa tindakl pidana pencucianl uang 

merupakanl suatu praktikl menyamarkan ataul menyembunyikan lasal-usul l 

pendapatan ataul kekayaan sehingga l dapat digunakanl dengan tanpal diketahui 

bahwal pendapatan ataul kekayaan tersebutl pada awalnya berasal l dari praktikl 

yang tidak legal. lArtinya, denganl tindak pidanal pencucian uangl tersebut 

pendapatan seseorang yangl pada l mulanya berasall dari praktikl ilegal dapatl 

diubah menjadil pendapatan ataul kekayaan yangl seolah-olahl berasal daril 

sumber yangl legal. 

Pelakul tindak pidanal pencucian uangl biasanya berusaha l 

menyembunyikan ataul menyamarkan asall usul hartal kekayaan yangl 
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diperoleh dari suatu kegiatan tindak pidana agar l harta kekayaanl dari hasill 

tindak pidanal tersebut sulit ditelusuril oleh aparatl penegak lhukum. Dengan l 

melakukan hal tersebut, pelaku l tindak pidanal tersebut dapatl dengan leluasal 

menggunakan hartal kekayaannya. Karena litu, tindak pidanal Pencucian Uangl 

tidak hanya l mengancam stabilitasl dan integritasl sistem perekonomianl dan 

sisteml keuangan, tetapil juga dapatl membahayakan sendil-sendi kehidupanl 

bermasyarakat, lberbangsa, dan bernegaral berdasarkan Pancasilal dan 

Undangl-Undang Dasar l Negara Republikl Indonesia Tahunl 1945. 

Tindakl pidana pencucianl uang sebagail suatu lkejahatan, mempunyai 

ciril khas yaitul kejahatan inil bukan merupakanl kejahatan tunggall akan tetapi 

muncul sebagai akibat tindak l pidana lainnya. Dimana harta l kekayaan 

tersebutl diperoleh daril tindak pidanal lain yangl mendahuluinya (predicate 

crime)
58

59. Hasil tindakl pidana adalahl harta kekayaanl yang diperolehl dari 

26l tindak pidanal sesuai denganl Pasal 2l Undang-Undangl Republik Indonesia l 

Nomor 8l Tahun 2010l tentang Pencegahanl dan Pemberantasanl Tindak Pidanal 

Pencucian lUang. Salah satul tindak pidanal yang dapatl dikategorikan tindakl 

pidana asall dari tindakl pidana pencucianl uang tersebutl adalah tindakl pidana 

lNarkotika. 

Dalaml konsep antipencucianl uang, pelakul dan hasill tindak pidanal 

dapat diketahuil melalui penelusuranl untuk selanjutnya l hasil tindakl pidana 

tersebutl dirampas untukl negara ataul dikembalikan kepadal yang lberhak. 

Apabila Hartal Kekayaan hasill tindak pidanal yang dikuasail oleh pelakul atau 

                                                     
58

 Adrian Sutedi. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung : Citra Aditya Bakti, 

hlm. 182 

      



52 

 

 

 

organisasil kejahatan dapatl disita ataul dirampas, denganl sendirinya dapatl 

menurunkan tingkatl kriminalitas. Untukl itu upaya l pencegahan danl 

pemberantasan tindakl pidana Pencucianl Uang memerlukanl landasan hukuml 

yang kuatl untuk menjaminl kepastian lhukum, efektivitas penegakanl hukum 

sertal penelusuran danl pengembalian Hartal Kekayaan hasill tindak lpidana. 

Penelusuranl Harta Kekayaan l hasil tindakl pidana padal umumnya 

dilakukanl oleh lembagal keuangan melaluil mekanisme yangl diatur dalaml 

peraturan perundangl-undangan. Lembaga l keuangan memilikil peranan 

pentingl khususnya dalaml menerapkan prinsipl mengenali Pengguna l Jasa danl 

melaporkan Transaksil tertentu kepadal otoritas (financiall intelligence unitl) 

sebagai bahanl analisis danl untuk selanjutnya l disampaikan kepadal penyidik. 

Lembagal keuangan tidakl hanya berperanl dalam membantul 

penegakan lhukum, tetapi juga l menjaga dirinya l dari berbagail risiko, yaitu l 

risiko loperasional, hukum, terkonsentrasinya l transaksi, dan l reputasi karenal 

tidak lagil digunakan sebagail sarana danl sasaran olehl pelaku tindakl pidana 

untukl mencuci uangl hasil tindakl pidana. Dengan l pengelolaan risikol yang 

lbaik, lembaga keuangan l akan mampul melaksanakan fungsinya l secara 

optimall sehingga pada l gilirannya sisteml keuangan menjadil lebih stabill dan 

lterpercaya. 

Dalaml perkembangannya, tindakl pidana Pencucianl Uang semakinl 

kompleks, melintasil batas-batasl yurisdiksi, danl menggunakan modusl yang 

semakinl variatif, memanfaatkanl lembaga dil luar sisteml keuangan, bahkanl 

telah merambahl ke berbagail sektor. Untukl mengantisipasi hal l itu, Financiall 
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Action Taskl Force (FATFl) on Moneyl Laundering telahl mengeluarkan 

standarl internasional yangl menjadi ukuranl bagi setiapl negara dalaml 

pencegahan danl pemberantasan tindakl pidana Pencucianl Uang dan l tindak 

pidanal pendanaan terorismel yang dikenall dengan Revisedl 40 

Recommendationsl dan 9l Special Recommendationsl (Revised 40l+9) lFATF, 

antara lainl mengenai perluasanl Pihak Pelaporl (reporting partiesl) yang 

mencakupl pedagang permatal dan perhiasanl/logam mulial dan pedagangl 

kendaraan lbermotor. Dalam mencegahl dan memberantasl tindak pidanal 

Pencucian Uangl perlu dilakukanl kerja samal regional danl internasional 

melaluil forum bilaterall atau multilaterall agar intensitasl tindak pidanal yang 

menghasilkanl atau melibatkanl Harta Kekayaanl yang jumlahnya l besar dapatl 

diminimalisasi.
60

 

Jumlahl kekayaan yangl dapat dikategorikanl sebagai hasill dari uangl 

haram dalam Tindakl Pidana Pencucianl Uang adalah lebih dari 500 (lima l 

ratus) jutal rupiah yangl diperoleh daril kegiatan sebagaimana l dirumuskan dil 

Undang-Undangl Tindak Pidanal Pencucian lUang. Dari pengertian tersebut 

dapat dinyatakan bahwa sudahl barang tentul kejahatan itu dilakukanl oleh 

lorang-orangl yang mempunyail modal dan penjahat inil lazim disebutl sebagai 

penjahatl berdasi (kemejal krah lputih). Istilahl ini dipopulerkanl oleh Edwinl H. 

Sutherlandl kemudian dilanjutkanl oleh Hazell Coral. 
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Menurut Hazel Coral (1992) sebagaimana l dikutip olehl Hakristuti 

Hakrisnowo (2001), terdapatl beberapa karakteristikl yang umumnya l melekat 

padal kejahatan Whitel Collar lCrime, sebagail berikut: 

1. Tidakl kasat matal (lowl visibility) 

2. Sangatl kompleks ( lcomplexity) 

3. Ketidakjelasanl pertanggungjawaban pidanal (diffusionl of 

responsibilty) 

4. Ketidakjelasan korbanl (diffusionl of lvictims) 

5. Aturan l hukum yangl samaran taul tidak jelasl (ambiguiosl criminal llaw) 

6. Sulitl dideteksi danl dituntut (weakl detection andl prosecution) 

Walaupunl Tindak Pidanal Pencucian Uangl hanya merupakanl salah 

satul dari bentukl white collarl crime, tetapil karakteristik tersebut l diatas jugal 

melekat pada Tindakl Pidana Pencucianl Uang. Dengan l demikian, tanpal 

kesungguhan aparatl penegak hukuml disertai denganl pengaturan yangl 

memadai, niscya tindakl pidana inil dapat ldiberantas. 

Dengan l karakteristik dalaml rumusan ldiatas, menunjukkanl bahwa 

baikl dari ltahapan-tahapanl tindakan, canggihnya l instrumental danl rapihnya 

organinsasi paral pelaku, sertal beragamnya lmodus-modusl operandinya, makal 

sulit untukl mendeteksi danl menjerat paral pelaku sampail di bawa l ke 

lpengadilan.
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Beluml lagi dengan l tingkat sosiall ekonomi pelakul yang tinggi l mudah 

untukl mempermainkan aparatl penegak hukuml yang sampail saat inil 

integritasnya masihl diragukan. 

Padal umumnya kegiatanl pencucian uangl sebagai suatul proses melaluil 

beberapa tahapanl sebagai lberikut:
62

 

1. Penempatanl (lplacement) merupakanl upaya menempatkanl uang tunail 

yang berasall dari tindakl pidana kel dalam sisteml keuangan (financiall 

system) ataul upaya menempatkanl uang girall (lcheque, wesell bank, 

sertifikatl deposito danl lain-lain) kembalil ke dalaml sistem lkeuangan, 

terutamal sistem lperbankan. Dalaml proses penempatanl uang tunail ke 

dalaml sistem keuanganl ini, terdapatl pergerakan fisikl uang tunail baik 

melaluil penyelundupan uangl tunai daril suatu negaral ke negaral lain, 

penggabungan l antara uangl tunai yangl berasal daril kejahatan denganl 

uang yangl diperoleh daril hasil kegiatanl yang lsah, ataul cara-caral lain 

sepertil pembukaan ldeposito, pembelianl saham-sahaml atau jugal 

mengkonversikannya ke l dalam matal uang negaral lain. 

2. Transferl (llayering) merupakanl upaya untukl mentranfer hartal 

kekayaan, berupal benda bergerak l atau tidakl bergerak yangl berwujud 

maupunl tidak lberwujud, yangl berasal daril tindak pidanal yang telah l 

berhasil masukl ke dalaml sistem keuanganl melalui penempatanl 

(lplacement). Dalaml proses inil terdapat rekayasa l untuk memisahkanl 

uang hasill kejahatan daril sumbernya melaluil pengalihan danal hasil 
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placementl ke beberapal rekening ataul lokasi tertentul lainnya dengan l 

serangkaian transaksil yang kompleksl yang didesainl untuk 

menyamarkanl atau mengelabuil sumber danal “lharam” ltersebut. 

Layeringl dapat pulal dilakukan denganl transaksi jaringanl 

internasional baikl melalui bisnisl yang sahl atau perusahan-perusahaanl 

“shell” (perusahaanl mempunyai namal dan badanl hukum namunl tidak 

melakukanl kegiatan usahal apapun). 

3. Menggunakanl harta kekayaanl (lintegration), suatul upaya 

menggunakan l harta kekayaanl yang berasall dari tindakl pidana yang l 

telah berhasill masuk ke dalam sisteml keuangan melaluil placement 

ataul layering sehinggal seolah-olahl menjadi hartal kekayaan yangl 

“lhalal”. Prosesl ini merupakanl upaya untukl mengembalikan uangl 

yang telahl dikaburkan jejaknya l sehingga pemilikl semula dapatl 

menggunakannya dengan l aman. Disinil uang yangl “ldicuci” melaluil 

placement maupunl layering dialihkanl ke dalaml kegiatan-kegiatanl 

resmi sehingga l tampak sepertil tidak berhubungan l sama sekalil dengan 

aktifitas kejahatanl yang menjadil sumber uangl tersebut. 

B. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang  

Pembuktianl adalah lketentuan-ketentuanl yang berisil penggarisan danl 

pedoman tentangl cara-caral yang dibenarkanl undang-undangl membuktikan 

kesalahanl yang didakwakanl kepada lTerdakwa.
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Prosesl pembuktianl dalaml Tindak Pidanal Pencucian Uangl memiliki 

perbedaanl dari pemeriksaanl kasus pidanal pada lumumnya, karenal tindak 

pidanal pencucian uangl merupakan kejahatanl yang luar l biasa (extraordinaryl 

crime), jadil proses penanggulangannya l harus menggunakanl upaya yangl luar 

biasal juga (extraordinaryl enforcement). Salahl satu bentukl upaya luar l biasa 

tersebutl adalah dalaml konteks pembuktianl perkara pencucianl uang di l 

pengadilan yangl menggunakan mekanismel pembalikan bebanl pembuktian 

ataul pembuktian terbalikl yang terbatasl dan lberimbang.
64

 

Adapunl alasan diterapkannya l pembuktian terbalikl untuk tindakl 

pidana pencucianl uang karenal pencucian uangl dianggap sebagail tindak 

pidanal yang dilakukanl dengan caral yang rumitl serta melibatkanl pelaku yangl 

memiliki jaringanl kejahatan (crimel network) yangl terorganisir sehinggal 

dalam prosesl pembuktian dil pengadilan kadangl kala penuntutl umum 

kesulitanl dalam membuktikanl kasus pencucianl uang di l pengadilan, ditambahl 

pula semakinl mutakhirnya teknologil informasi dil bidang keuanganl dan 

perbankanl membuat sulitl menjerat pelakul tindak pidanal ini. 

Dalaml Undang-Undang Tindakl Pidana Pencucianl Uang, pembuktianl 

terbalik diterapkanl dalam 2l (ldua) jenisl tindak pidanal pencucian luang: 

1. Tindakl Pidana Pencucianl Uang Aktif l (Pasall 3 danl Pasal l4) 

Tindakl pidana pencucianl uang sebagaimanal dimaksud dalaml 

Pasal l3, mempergunakanl frasa “lmenempatkan, lmentransfer, 

lmengalihkan, lmembelanjakan, lmembayarkan, lmenghibahkan, 
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lmenitipkan, membawal keluar lnegeri, mengubahl bentuk, menukarkanl 

dengan matal uang, ataul surat berhargal atau perbuatanl lain yangl 

merupakan kalimatl aktif dalaml perumusan Pasall 3, makal dapat 

diketahuil bahwa tindakl pencucian uangl sebagaimana dimaksudl dalam 

Pasall 3 dalaml kepustakaan tindakl pidana pencucianl uang termasukl 

atau disebutl tindak pidanal pencucian uangl aktif.
65

 

Tindakl pidana pencucianl uang sebagaimanal dimaksud dalaml 

Pasal l4, mempergunakanl frasa “lmenyembunyikan” dan l 

“lmenyamarkan” yangl merupakan kalimatl aktif dalaml perumusan Pasall 

4, makal dapat diketahuil tindak pidanal pencucian uangl sebagaimana 

dimaksudl dalam Pasall 4, dalaml kepustakaan tindakl pidana pencucianl 

uang adalahl termasuk ataul disebut tindakl pidana pencucianl uang 

laktif.
66

 

2. Tindakl Pidana Pencucianl Uang Pasifl (Pasall 5) 

Tindakl pidana pencucianl uang sebagaimanal dimaksud dalaml 

Pasal l5, mempergunakanl frasa “lmenerima” danl “lmenguasai” yangl 

merupakan kalimatl pasif dalaml perumusan Pasall 5, dalaml kepustakaan 

tindakl pidana pencucianl uang adalahl termasuk ataul disebut tindakl 

pidana pencucianl uang lpasif.
67

 

lUndang-Undangl Nomorl 8 Tahunl 2010 tentangl Pencegahan dan l 

Pemberantasan Tindakl Pidana Pencucianl telah mengatur mengenai 
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pembuktianl yang dilaksanakan atas terjadinya tindak l pidana pencucianl uang.  

Pembuktianl perkara tindak pidana pencucian l uang di persidangan diaturl pada 

Pasall 77 danl 78 Undangl Undang Republik Indonesia Nomot 8l Tahun l2010. 

Adapun ketentuan lpasal-pasal tersebut antara lain: 

1. Pasall 77 : Untuk l kepentingan pemeriksaanl di sidangl pengadilan, 

Terdakwal wajib membuktikanl bahwa Harta l Kekayaannya bukan l 

merupakan hasill tindak lpidana; 

2. Pasall 78 ayatl (l1) : Dalaml pemeriksaan dil sidang pengadilanl 

sebagaimana dimaksudl dalam pasall 77, hakiml memerintahkan 

Terdakwal agar membuktikanl bahwa Hartal Kekaannya yangl terkait 

denganl perkara bukanl berasal ataul terkait denganl tindak pidanal 

sebagaimana dimaksudl dalam Pasall ayat ( l2); 

3. Pasall 78 ayat l (l2): Terdakwa l membuktikan bahwal Harta Kekayaanl yang 

terkaitl dengan perkaral bukan berasall atau terkaitl dengan tindakl pidana 

sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 2 l ayat (l1) denganl cara mengajukanl 

alat buktil yang lcukup; 

Ketentuanl sebagaimana diuraikanl di atasl memberikan bebanl 

pembuktian kepadal terdakwa tindak pidana pencucian uang. Bebanl 

pembuktian semacaml ini dikenall sebagai prosesl pembuktian lterbalik. Bebanl 

pembuktian tersebutl dinamakan sebagail pembuktian terbalikl karena padal 

dasarnya hukuml acara pidanal yang berlakul di Indonesia l menempatkan 

bebanl pembuktian padal Penuntut lUmum, sehingga l Penuntut Umuml yang 

harusl membuktikan lunsur-unsur pidanal yang didakwakannyal terpenuhi. 



60 

 

 

 

Namun, pada perkaral tindak pidanal pencucian luang, beban l pembuktian 

diserahkan kepada lTerdakwa. Bebanl pembuktian semacaml ini dikenall 

sebagai prosesl pembuktian lterbalik. Dalaml proses pembuktianl terbalik tidakl 

berlaku asasl praduga tidakl bersalam ataul presumption of l innocence, 

melainkanl asas yangl menjiwai ketentuanl pembebanan pembuktianl semacam 

ini adalahl presumption of l guilt yangl pada prinsipnya l yang menyatakanl 

bahwa seseorangl dianggap bersalahl kecuali terbuktil tidak lbersalah, sehinggal 

beban pembuktianl ada padal Tersangka ataul Terdakwa bukanl pada Penuntutl 

Umum.
68

 

Prosesl pembuktian terbalikl dalam pemeriksaanl perkara tindakl pidana 

pencucianl uang jugal bukan tanpal polemik, banyak l sekali ahlil hukum yangl 

menentang diterapkannyal pembuktian lterbalik, alasannya l pembuktian 

terbalikl mengingkari asas l hukum pidanal Indonesia mulail dari asasl praduga 

takl bersalah Pasall 8 ayatl (l1) lUndang-Undangl Nomor 48l Tahun 2009l tentang 

Kekuasaanl Kehakiman, asasl mempersalahkan diril sendiri padal Pasal 66l 

Kitab lUndang-Undangl Hukum Acaral Pidana (selanjutnya l disebut lKUHAP) 

yangl menyatakan “tersangka l atau terdakwal tidak dibebanil kewajiban 

lpembuktian”, berbagail konvensi internasionall tentang HAMl yang telahl 

diratifikasi olehl Indonesia,8l sehingga dapatl dilihat bahwal karena prosesl 

pembuktian terbalikl terjadi pengurangan l terhadap perlindunganl hak 
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terdakwal di mukal pengadilan danl juga konsepl ini berkonflikl dengan 

peraturanl perundang-undanganl yang llain.
69

 

Oleh karena adanya konflik atas pembuktian l dalam tindakl pidana 

pencucianl uang maka pemerintah menerapkan l konsepl pembuktianl terbalikl 

pada tindakl pidana pencucianl uang yang dilaksanakan dengan konsepl 

pembuktian terbalikl terbatas danl berimbang. Maksud l terbatas adalahl 

pembuktianl terbalik dibatasil pada tindakl pidana ltertentu, sedangkanl maksud 

daril berimbang adalahl penuntut umuml tetap berkewajibanl untuk 

membuktikanl dakwaannya.
70

 

Ada l dua lkemungkinan, apakahl terdakwa tidakl dapat membuktikanl 

bahwa hartal kekayaan yangl dimilikinya bukanl berasal daril hasil tindakl 

pidana. Jikal terdakwa tidakl dapat membuktikanl bahwa hartal kekayaannya 

bukanl merupakan hasill tindak lpidana, makal dapat menjadil petunjuk bagil 

hakim bahwal harta kekayaanl terdakwa berasall atau hasill dari tindakl pidana. 

lSebaliknya, jikal terdakwa dapatl membuktikan bahwal harta kekayaanl yang 

dimilikinya l bukan berasall dari hasill tindak lpidana, makal jaksa penuntutl 

umum tidakl kehilangan hakl untuk lmembuktikan, bahwal harta kekayaan l 

terdakwa berasall dari tindakl pidana. Artinya l jaksa penuntutl umum yangl 

mendakwa tetapl harus membekalil diri denganl sejumlah alatl bukti untukl 

membuktikan ldakwaannya. Dalaml kondisi dimanal terdakwa dapatl 

membuktikan bahwal dia tidakl bersalah, sedangkan l jaksa penuntutl umum 
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membuktikanl bahwa terdakwal bersalah, makal penilaian terhadapl alat lbukti-

buktil yang adal dalam persidanganl ada padal hakim. Jadil pembuktian terbalikl 

dalam praktikl harus diterapkanl dalam prosesl pembuktian dil Pengadilan 

Tindakl Pidana Pencucianl Uang. 

Untukl mendorong prosesl pembuktian terbalikl yang adill dan tepatl 

sasaran baikl itu penyidikl ataupun penuntutl umum akanl berkoordinasi 

denganl Pusat Pelaporanl dan Analisis l Transaksi Keuangan l (lPPATK) untuk l 

melakukanl pelacakan secaral menyeluruh terhadapl harta kekayaanl yang 

dimilikil oleh lterdakwa. Prosesl ini dilakukanl untuk mencegahl adanya “blindl 

confiscation” perampasanl aset secaral buta terhadapl keseluruhan hartal 

kekayaan milikl terdakwa. Tidakl dapat dipungkiril juga bahwal tidak semual 

harta kekayaanl milik terdakwal berasal ataul terkait denganl tindak lpidana, 

sehinggal dalam prosesl penegakan hukuml yang adill dan tepatl penyidik danl 

instansi terkaitl harus secaral cermat danl teliti untukl memisahkan hartal 

kekayaan hasill tindak pidanal dan hartal kekayaan yangl tidak terkaitl tindak 

lpidana. 

Pembuktianl terbalik yangl terbatas danl berimbang tidakl terlalu 

memberikanl keringanan bagil jaksa penuntutl umum. Alasannya l adalah jaksal 

penuntut umuml tetap mempersiapkanl alat-alatl bukti untuk l memperkuat 

dakwaanl tindak pidanal pencucian uangl dan penuntutl umum jugal 

berkewajiban membuktikanl harta kekayaanl terdakwa merupakanl hasil daril 

tindak lpidana. Bahkanl konsep pembuktianl terbalik dapatl digunakan sebagail 

celah olehl terdakwa ataul penasihat hukuml untuk dapatl menyerang lbukti-
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buktil yang diajukanl oleh penuntutl umum. Jadil tanpa persiapanl alat buktil 

yang matangl dalam prosesl penyidikan makal dalam prosesl pembuktian 

terbalikl dapat menjadil bumerang kepadal pihak jaksal penuntut umuml sendiri 

karenal terdakwa ataul penasihat hukumnya l dapat menyertakanl bukti-buktil 

baru yangl belum diverifikasikanl sebelumnya dengan l pihak jaksal penuntut 

lumum.  

C. Kepastian Hukum Terhadap Terdakwa  

Asasl Kepastian Hukum l adalah asasl dalam negaral hukum yangl 

mengutamakan landasanl peraturan lperundang-lundangan, kepatutanl dan 

keadilanl dalam setiapl kebijakan penyelenggaraan lNegara. Asasl kepastian 

hukuml merupakan suatul asas yangl menurut Gustavl Radbruch termasukl ke 

dalaml nilai dasarl hukum. Asasl ini padal pokoknya mengharapkanl dan 

mewajibkanl hukum dibuatl secara pastil dalam bentukl yang ltertulis. 

Keberadaanl asas inil menjadi pentingl karena akanl menjamin kejelasanl dari 

suatul produk hukuml positif yangl ada. Maknal penting daril asas inil pun 

memilikil suatu kesamaanl (lsimilarity) denganl gagasan utamal yang ada l pada 

konstruksil penalaran positivisme l hukum, yaknil kejelasan (lcertainty).  

Menurutl Gustav lRadbruch, hukum l harus mengandungl 3 (ltiga) nilail 

identitas, lyaitu : 

1. Asasl kepastian hukuml (lrechtmatigheid) 

Asasl ini meninjaul dari sudutl yuridis. Kepastianl hukum l 

menghendakil bahwa hukuml dapat berfungsi l sebagai peraturanl yang 

harusl ditaati tentunya l tidak hanya l terhadap bagaimana l peraturan 
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tersebutl dilaksanakan, akanl tetapi bagaimana l norma-normal atau materil 

muatan dalaml peraturan tersebutl memuat lprinsip-prinsipl dasar lhukum. 

2. Asasl keadilan hukuml (lgerectigheit) 

Asasl ini meninjaul dari sudutl filosofis, dimanal keadilan adalahl 

kesamaan hakl untuk semual orang di l depan lpengadilan; 

3. Asasl kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility). 

Kepastianl hukum secaral normatif adalahl ketika suatul peraturan 

lperundang-undangan l dibuat danl diundangkan secaral pasti, karenal mengatur 

secaral jelas danl logis, makal tidak akanl menimbulkan keraguanl karena 

adanya l multitafsir sehingga l tidak berbenturanl atau menimbulkanl konflik 

lnorma. Konflik l norma yangl ditimbulkan daril ketidakpastian peraturanl 

perundang-undangan l dapat berbentukl kontestasi lnorma, reduksil norma, ataul 

distorsi lnorma. Menurutl Hans lKelsen, hukuml adalah sebuahl Sistem lNorma. 

Normal adalah pernyataanl yang menekankanl aspek “lseharusnya” ataul das 

lsollen, denganl menyertakan beberapal peraturan tentangl apa yangl harus 

ldilakukan. lNorma-norma l adalah produkl dan aksil manusia yangl deliberatif. 

lUndang-Undangl yang berisi l aturan-aturanl yang bersifatl umum menjadil 

pedoman bagil individu bertingkahl laku dalaml bermasyarakat, baikl dalam 

hubunganl dengan sesamal individu maupunl dalam hubungannya l dengan 

lmasyarakat. lAturan-aturanl itu menjadil batasan bagil masyarakat dalaml 

membebani ataul melakukan tindakanl terhadap lindividu. Adanya l aturan itul 

dan pelaksanaanl aturan tersebutl menimbulkan kepastianl hukum. 
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Menurutl Utrecht kepastianl hukum mengandungl dua lpengertian, 

yaitu:
71

 

a. Adanya l aturan yangl bersifat umuml membuat individul mengetahui 

perbuatanl apa yangl boleh ataul tidak bolehl dilakukan; 

b. Berupal keamanan hukuml bagi individu l dari kesewenanganl 

pemerintah karenal dengan adanya l aturan yangl bersifat umuml itu 

individul dapat mengetahuil apa sajal yang bolehl dibebankan ataul 

dilakukan olehl Negara terhadapl individu.  

Sifatl umum daril aturan-aturanl hukum membuktikanl bahwa hukuml 

tidak bertujuanl untuk mewujudkanl keadilan ataul kemanfaatan, melainkanl 

semata-matal untuk kepastianl hukum. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa l 

pencegahan danl pemberantasan tindakl pidana pencucianl uang memerlukanl 

landasan hukuml yang kuat l untuk menjaminl kepastian lhukum, efektivitasl 

penegak hukuml serta penelusuranl dan pengembalianl Harta Kekayaanl hasil 

tindakl pidana. Hall ini terkait juga denganl konsepl antipencucian uangl dimana 

pelakul dan hasill tindak pidanal dapat diketahuil melalui penelusuranl untuk 

selanjutnyal hasil tindakl pidana tersebutl dirampas untukl negara ataul 

dikembalikan kepadal yang lberhak. Apabilal Harta Kekayaanl hasil tindakl 

pidana yangl dikuasai olehl pelaku ataul organisasi kejahatanl dapat disital atau 

ldirampas, dengan l sendirinya dapatl menurunkan tingkatl kriminalitas. 
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Kepastian Hukum terhadap Terdakwa dapat tercapai dengan adanya 

penetapan hukuman yang telah dibacakan majelis hakim dalam suatu 

persidangan mengenai hukuman yang harus dijalani Terdakwa l sesuai dengan l 

tindak pidanal yang telahl dilakukan Terdakwal tersebut. Penentuan hukuman 

yang telah dibacakan oleh majelis hakim tersebut mengutamakanl landasan 

peraturanl perundang-lundangan, kepatutanl dan keadilanl sesuai dengan 

pengertian asasl kepastian hukuml yang telah diuraikan sebelumnya. 
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BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG 

DILAKSANAKAN TERDAKWA TERKAIT TINDAK PIDANA 

PENCUCIAN UANG  
 

A. Pertanggungjawaban Pidana 

 Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai 

responsibility atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana 

sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan 

juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut 

oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini 

dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi 

keadilan.
72

 Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk 

menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan 

atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah 

seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana.  

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai 

diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan 

secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya 

itu.
73

 Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, 

perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang 
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bertentanganl atau dialarangl oleh hukum l baik hukuml formil maupunl hukum 

lmateril. Sedangkanl yang dimaksud l dengan celaanl subjektif merujukl kepada 

sipembuatl perbuatan terlarangl tersebut, ataul dapat dikatakanl celaan yangl 

subjektif adalahl orang yangl melakukan perbuatanl yang dilarangl atau 

bertentanganl dengan lhukum. Apabilal perbuatan yangl dilakukan suatul 

perbuatan yangl dicela ataul suatu perbuatanl yang dilarangl namun apabilal 

didalam diril seseorang tersebutl ada kesalahanl yang yangl menyebabkan tidakl 

dapat bertanggungjawabl maka pertanggungjawabanl pidana tersebutl tidak 

mungkinl ada. 

Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran 

tindak pidana tersebut. Seseorang akan dikenakan pertanggungjawaban 

pidana jika orang tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku namun dapat hilang 

pertanggungjawabannya bila didalaml dirinya ditemukanl suatu unsurl yang 

menyebabkanl hilangnya kemampuanl bertanggungjawab lseseorang. 

Menurutl Chairul Huda l bahwa dasarl adanya tindakl pidana adalahl asas 

llegalitas, sedangkan l dapat dipidananya l pembuat adalahl atas dasarl kesalahan, 

hall ini berartil bahwa seseorangl akan mempunyal pertanggungjawaban pidanal 

bila ial telah melakukanl perbuatan yangl salah danl bertentangan denganl 

hukum. Padal hakikatnya pertanggungjawabanl pidana adalahl suatu bentukl 
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mekanismel yang diciptakanl untuk berekasil atas pelanggaran l suatu perbuatanl 

tertentu yangl telah ldisepakati.
74

 

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan 

suatu keadaandimanasuatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan 

tingkat intelektualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari 

manusia yang diantaranya adalah:
75

 

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri. 

2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan 

masyarakat tidak diperbolehkan. 

3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu. 

Untukl dapat mengenakanl pidana padal pelaku karenal melakukan 

tindakl pidana, aturanl hukum mengenail pertanggungjawaban pidanal 

berfungsi sebagail penentu lsyarat-syarat l yang harusl ada padal diri seseorangl 

sehingga sahl jika dijatuhil hukuman. Pertanggungjawabanl pidana yangl 

menyangkut masalahl pembuat daril tindak lpidana, aturanl mengenai 

pertanggungjawabanl pidana merupakanl regulasi mengenail bagaimana 

memperlakukanl mereka yangl melanggar lkewajiban. Jadil perbuatan yangl 

dilarang olehl masyarakat itul dipertanggungjawabkan padal sipembuatnya, 

artinya l hukuman yangl objektif terhadapl hukuman itul kemudian diteruskanl 

kepada sil terdakwa. Pertanggungjwabanl pidana tanpal adanya kesalahanl dari 

pihakl yang melanggar l tidak dapatl dipertanggungjawaban. Jadi l orang yangl 
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tidak mungkinl dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak 

melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan 

pidana tidak selalu dia dapat dipidana. 

Pertanggungjawaban pidana dalam comman law system selalu 

dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaan (punishment). 

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu 

hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi 

pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga 

pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sisosial sehingga didalam 

masyarakat tidak terjadi tindak pidana. 

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system 

berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi 

oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (a guilty 

mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif 

yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai 

memiliki pikiran yang salah sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. 

Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka 

pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty 

mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak 

dipidanya pembuat. 

Menurut Simons, sebagai dasarl pertanggungjawaban pidana l adalah 

kesalahanl yang terdapatl pada jiwal pelaku dalaml hubungannya (kesalahanl 

itu) denganl kelakukan yangl dapat dipidanal dan berdasarkanl kejiwaan itul 



71 

 

 

 

pelaku dapatl dicela karenal kelakuannya. Untukl adanya kesalahanl pada 

pelakul harus dicapail dan ditentukanl terlebih dahulul beberapa hall yang 

menyangkut l pelaku, lyaitu:
76

  

1. Kemampuanl bertanggungjawab; 

2. lHubungan, kejiwaanl antara pelakul dan akibatl yang ditimbulkanl 

(termasukl pula kelakuanl yang tidak l bertentangan dalaml hukum dalaml 

kehidupan seharihari; 

3. Dolusl dan lculpa, kesalahanl merupakan unsurl subjektif daril tindak lpidana. 

Hal l ini sebagail konsekuensi daril pendapatnya yangl menghubungkan 

(lmenyatukan) straafbaarfeitl dengan lkesalahan. 

Kitabl Hukum lUdang-Undangl Pidana tidakl menyebutkan secaral jelas 

mengenail sistem pertanggungjawabanl pidana yangl dianut. Beberapal Pasal 

dalaml Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering menyebutkan kesalahan 

baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai 

pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan 

pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut 

mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan 

doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapatl simpulakan bahwal dalam lpasal-

pasall tersebut mengandungl unsur-unsurl kesalahan kesengajaanl maupun 

kealpaanl yang harusl dibuktikan olehl pengadilan, sehingga l untuk 

memidanakanl pelaku yangl melakukan perbuatanl tindak lpidana, selainl telah 

                                                     
76

 Oemar Seno Adji. 1991. Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana 

Dokter”, Jakarta : Erlangga, hlm. 34. 



72 

 

 

 

terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang 

disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.
77

 Artinya dalam hal 

pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk 

membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri 

sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya 

makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. 

B. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana 

 Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang atau kelompok 

untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang 

lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang 

melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Ganti rugi adalah sebuah 

tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat 

ganti rugi merupakan bentukpenebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. 

Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan 

konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama 

yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan,sehingga seringkali 

tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari 

perbuatan yang telah dilakukan. 

Ada beberapa macam-macam pertanggungjawaban dalam tindak 

pidana. Adapun macam-macam pertanggungjawaban tersebut adalah : 

1. Pertanggungjawaban Individual 
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Hans Kelsen menyatakan bahwa pertanggungjawaban individu 

adalah seorang invidu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang 

dilakukannya sendiri.
78

 

2. Pertanggungjawaban Sosial 

Pertanggungjawaban sosial adalah pertanggungjawaban terhadap 

kelopok individu. Pertanggungjawaban sosial pada umumnya diberikan 

kepada perusahan terhadap karyawannya.  

Tanggung jawab sosial adalah pendekatan dimana perusahaan 

mengintregasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan 

dalam interaksi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholder) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Dengan 

melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka 

panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat 

terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada 

gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada 

perusahaan yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang 

mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial meski 

banyak juga yang belum menjalankan dengan baik.
79

 

3. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana menganut azas legalitas. Dimana 

azas ligalitas sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena 

berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu 
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Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah 

kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. 

C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Ada l dua istilahl yang dikenall pada pertanggungjawabanl dalam kamusl 

hukum, yaitul liability danl responsibility. Liabilityl merupakan istilahl hukum 

yangl luas yangl menunjuk hampirl semua karakterl risiko ataul tanggung 

ljawab, yang lpasti, yang bergantungl atau yangl mungkin meliputil semua 

karakterl hak danl kewajiban secaral aktual ataul potensial sepertil kerugian, 

lancaman, kejahatan, biaya l atau kondisil yang menciptakanl tugas untuk l 

melaksanakan undangl-undang. Responsibilityl berarti hall yang dapatl 

dipertanggungjawabkan atasl suatu lkewajiban, dan termasukl putusan, 

lketrampilan, kemampuan danl kecakapan meliputil juga kewajibanl 

bertanggung jawabl atas undangl-undang yangl dilaksanakan. Dalaml 

pengertian danl penggunaan lpraktis, istilah liabilityl menunjuk padal 

pertanggungjawaban lhukum, yaitu tanggungl gugat akibatl kesalahan yangl 

dilakukan olehl subyek lhukum, sedangkan istilahl responsibility menunjukl 

pada pertanggungjawabanl politik.
80

 

Dalaml hukum pidanal terhadap seseoraangl yang melakukanl 

pelanggaran ataul suatu perbuatanl tindak pidanal maka dalaml 

pertanggungjawaban diperlukanl asas-asasl hukum lpidana. Salah satul asas 

hukuml pidana adalahl asas hukuml nullum delictuml nulla poenal sine pravial 

lege ataul yang seringl disebut dengan l asas llegalitas, asas ini l menjadi dasarl 
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pokokl yangl tidakl tertulisl dalaml menjatuhil pidanal padal orangl yangl telahl 

melakukan perbuatanl pidana “tidakl dipidana jikal tidak adal kesalahan”. 

Dasarl ini adalahl mengenai dipertanggungjawabkannya l seseornag atasl 

perbuatan yangl telah ldilakukannya. Artinya l seseorang baru l dapat dimintal 

pertanggunngjawabannya apabila l seseorang tersebutl melakukan kesalahanl 

atau melakukanl perbuatan yangl melanggar peraturanl perundnag-undangan. 

Asasl legalitas inil mengandung lpengertian, tidakl ada perbuatanl yang dilarangl 

dan diancaml dengan pidanal kalau hall itu terlebihl dahulu beluml dinyatakan 

dalaml suatu aturanl perundang-lundangan. Maksud l dari hall tersebut adalahl 

seseorang barul dapat dimintakanl pertanggungjawaban apabilal perbuatan itul 

memang telahl diatur, tidakl dapat seseorangl dihukum ataul dimintakan 

pertanggungjawabannya l apabila peraturanl tersebut muncull setelah adanyal 

perbuatan lpidana. Untukl menentukan adanyal perbuatan pidanal tidak bolehl 

menggunakan katal kias, sertal aturan-aturanl hukum pidanal tersebut tidakl 

berlaku lsurut. 

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Unsurl tindak pidanal dalam ilmul hukum pidanal disebut jugal elemen 

delikl (unsurl delik). Elemenl delik itul adalah bagianl dari ldelik. Dalaml 

penuntutan sebuahl delik, harusl dibuktikan semual elemen delikl yang 

dituduhkanl kepada  pembuatl  delik. Olehl karena itul jika salahl satu unsurl 

atau elemenl delik tidakl terpenuhi, makal 

pembuat  delikl  tersebut  tidakl  dapat dipersalahkanl melakukan delikl yang 

ldituduhkan, sehinggal pembuat delikl  harus  dilepaskanl dari  segalal tuntutan 
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hukuml (onslaagl van rechtsl alle lvervologing). Elemenl delik umumnya l 

terbagi dalaml 2 (ldua) lbagian, lyaitu: ( l1) unsurl obyektif, ataul yang biasal 

disebut actusl reus, danl (l2) unsur l subyektif, ataul yang biasal disebut mensl 

rea.
81

 

Pertanggungjawabanl adalah bentukl untuk menentukanl apakah 

seseorangl akan dilepasl atau dipidanal atas tindakl pidana yangl telah lterjadi, 

dalam hall ini untkl mengatakan bahwal seseornag memilikil aspek 

pertanggungl jawaban pidanal maka dalaml hal itul terdapat beberapal unsur 

yangl harus terpenuhil untuk menyatakanl bahwa seseornagl tersebut dapatl 

dimintakan lpertanggungjawaban. Unsur-unsurl tersebut lialah:
82

 

1. Subjek Tindak Pidanal 

Dalaml pandangan Kitab Undangl-Undang Hukum l Pidana, yang 

dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai 

oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menampakkan daya 

berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada 

wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. 

2. Perbuatan tindak pidana 

Berbicaral tentang subje tindakl pidana, pikiranl selanjutnya 

diarahkanl kepada wujudl perbuatan sebagail unsur dari l tindak lpidana. 
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Wujudl dari perbuatanl ini lpertama-tamal harus dilihatl para perumusanl 

tindak pidanal dalam lpasal-pasall tertentu daril peraturan lpidana.  

Dalam unsur ini terdapat dua perumusan yaitu perumusan secara 

formal dan perumusan secara materil. Perbedaan perumusan formal dan 

perumusan secara materil adalah dalam l perumusan formal tidakl ada 

suatul akibat sebagail unsur tindakl pidana. Jugal dalam tindakl pidana 

denganl perumusan formal selalul ada akibatl yang merupakanl alasan 

diancamkannya l hukuman lpidana. Akibatl ini adalahl selalu suatul 

kerugian padal kepentingan orangl lain ataul kepentingan lnegara. 

3. Hubungan sebab-akibat (Causaal Verband) 

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu 

akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan 

orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab-akibat (causaal 

verband) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. 

4. Sifat Melanggar Hukum (Onrechtmatigeid) 

Biasanya oleh para penulis Barat dikatakan bahwa sifat penting 

dari tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Dimana tindak pidana 

adalah perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman 

pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada di bidang hukum 

lain, yaitu hukum perdata, hukum tata negara dan hukum tata usaha 

negara. Maka, adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang 

dirumuskan didalamnya itu, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran 
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hukum di bidang-bidang hukum lain tadi. Jadi, dengan sendirinya dalam 

tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum. 

5. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana 

Karena si pelaku tindak pidana merupakan manusia, maka 

hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si 

pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang 

dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru kalau ini 

tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat 

dijatuhi hukuman pidana. 

6. Kesengajaan (Opzet) 

Unsur ini merupakan unsur yang menyatakan pelaku yang 

melakukan tindak pidana dengan sengaja. 

7. Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan (Oogmerk) 

Unsur yang menyatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana 

dengan memiliki tujuan. Apabila l kesengajaan sepertil ini ditemukan padal 

suatu tindakl pidana maka si pelaku pantas dikenai tindak pidana.  

8. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian (Opzet Bij Zekerheids-

Bewustzinj) 

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya 

tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, 

tetapi dia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 

Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) menganggap akibat 

tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. 
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9. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-

Bewustzinj) 

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak 

disertai bayang-bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang 

bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan 

akibat itu. 

10. Hubungan Antara Kesengejaan Dengan Sifat Melanggar Hukum 

Dalam unsur ini dinyatakan bahwa seriap orang harus dianggap 

mengetahui isi dari undang-undang sehingga setiap orang mengetahui 

apakah suatu perbuatan dikenai hukuman pidana atau tidak. 

11. Culpa 

Arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu 

pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan 

si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu 

kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. 

12. Culpa Khusus 

Ada kalanya suatu culpa ditentukan tidak untuk akibat dari tindak 

pidana, tetapi mengenai hal yang menyertai akibat itu. 

13. Kelalaian 

Jika pengertian culpa dapat disamakan dengan kelalaian, maka 

dalam perundang-undangan Mojopahit yang diungkapkan oleh Prof. Dr. 

Slamet Muljono tampak pandangan agak lain mengenai hubungan 

kelalaian dengan kesengajaan. Kalau dalam Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pidana culpa hanya sedikit diisyaratkan bagi tindak pidana, dan 

hampir selalu disebutkan selalu disebutkan setelah dalam pasal yang 

mendahului disebutkan kesengajaan dalam tindak pidana yang sama, 

maka dalam perundang-undangan Mojopahit perhatian lebih diutamakan 

pada kelalaian daripada kesengajaan. 

14. Tiada Hukumanl Tanpa Kesalahanl (Geen Strafl Zonder Schuld l) 

Dari perumusan pasal-pasal Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana ini tidak ditemukan unsur kesalahan. Kenyataan ini 

menimbulkan suatu pendapat yang dalam hal “pelanggaran” menganggap 

seseorang dapat dihukum karena melakukan perbuatan belaka tanpa 

kesalahan (materieel feit, fait materielle). 

15. Unsur-Unsur Khusus dari Tindak-Tindak Pidana Tertentu 

Unsur-unsur sebelumnya merupakan unsur-unsur untuk tindak 

pidana yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana. 

Disamping unsur-unsur itu, terdapat beberapa unsur khusus yang hanya 

ada pada pelbagai tindak pidana tertentu. 

Adapun tindak pidana tertentu tersebut adalah tentang kejahatan 

jabatan, kejahatan pelayaran, membunuh bayi, seseorang yang tidak 

melaporkan kepada polisi apa yang diketahuinya tentang rancangan 

untuk kejahatan-kejahatan berat. 

Beberapa syarat pokok dari delik diantaranya adalah:  

1. Dipenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan 

delik dalam suatu peraturan.  
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2. Dapatl dipertanggungjawabkannya si l pelaku atasl perbuatannya.  

3. Tindakanl dari pelakul tersebut haruslah dilakukanl dengan sengajal 

ataupun tidakl dengansengaja.  

4. Pelakul tersebut dapatl dihukum, syaratl diatas merupakan syaratl yang 

harus dipenuhi setelahl tindakan seseorangl itu memenuhil semua unsur l 

yang terdapatl dalam rumusanl delik.
83

 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 

disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencucian uang 

adalah:
84

 

1. “Setiapl orang denganl sengaja” : “Setiapl orang” adalahl orangl 

perseoranganl (natural l lperson) ataul korporasil (legall lperson), sedangkanl 

“denganl sengaja” ataul “lkesengajaan” adalahl “menghendakil atau 

lmenginsyafi” ataul “dengan l kesadaran lpenuh” ataul “keyakinanl dirinya” 

terjadinya l suatul perbuatanl ataul tindakanl besertal akibatl yangl 

lditimbulkannya. 

2. “Menempatkanl harta lkekayaan” adalahl perbuatanl memasukkanl uangl 

daril luarl Penyedial Jasal Keuangan l ke l dalaml Penyedial Jasa l lKeuangan, 

sepertil lmenabung, membukal girol danl mendepositokanl luang. 

3. “Mentransferl harta lkekayaan” adalahl perbuatanl pemindahanl uangl daril 

Penyedial Jasal Keuanganl satul ke l Penyedial Jasal Keuangan l lainl baikl di l 
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dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya 

di kantor bank yang sama ataupun bank  yang berbeda. 

4. “Membayarkanl harta lkekayaan” adalahl menyerahkanl sejumlahl uangl 

daril seseorangl kepadal pihak l llain. 

5. “Membelanjakanl harta lkekayaan” adalahl penyerahanl sejumlahl uangl 

atasl pembelianl suatul lbenda. 

6. “Menghibahkanl harta lkekayaan” adalahl perbuatanl hukum l untukl 

mengalihkanl kebendaanl secaral hibahl sebagaimanal yangl telahl dikenall 

dalaml pengertianl hukuml secaral lumum. 

7. “Menyumbangkan l harta lkekayaan” adalahl pemberianl sesuatul bendal 

secaral cumal-lcuma. 

8. “Menitipkanl harta lkekayaan” adalahl menyerahkanl pengelolaanl ataul 

penguasaanl atasl sesuatul benda l denganl janjil untukl dimintal kembalil ataul 

sebagaimanal diaturl dalaml KUHl lPerdata. 

9. “Membawal ke luarl negeri hartal kekayaan” adalahl kegiatanl pembawaanl 

uangl secaral fisikl melewatil wilayahl pabeanl lRI. 

10. “lMenukarkan” adalahl perbuatanl yangl dilakukanl denganl caral ataul 

mekanismel tukarl menukarl atasl semual bendal bergerakl maupunl bendal 

tidakl lbergerak, baikl yangl berwujudl maupunl tidakl lberwujud, termasukl 

bendal dalaml bentukl matal uangl tertentul yangl ditukarl dengan l matal uangl 

yangl lainnya l danl jenisl surat l berharga l satul yangl ditukarl denganl surat l 

berhargal lainnya l ataul bentukl llainnya. Kegiatanl penukaranl uangl 

lazimnya l dilakukanl di l Pedagangl Valutal Asingl danl lBank. 
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11. “Perbuatanl lainnya” adalahl perbuatanl-perbuatanl dil luarl perbuatanl yangl 

telahl diuraikanl dil latas. 

12. “Denganl maksud menyembunyikanl atau menyamarkanl asal usull harta 

lkekayaan”, yaitul yangl disembunyikan l adalahl asall usul l hartal lkekayaan, 

sehinggal orangl lainl secaral wajarl tidakl akanl mengetahuil asall usull hartal 

kekayaan l daril manal asal l ataul lsumbernya. 

Menyembunyikan l adalahl kegiatanl yangl dilakukanl dalaml lupaya, 

sehinggal orangl lainl tidakl akanl tahul asall usul l hartal kekayaan l berasall 

antaral lainl tidakl menginformasikanl kepadal petugasl Penyedia l Jasal 

Keuanganl mengenail asall usul l sumberl dananyal dalaml rangka l 

penempatanl (lplacement), selanjutnya l berupayal lebihl menjauhkanl hartal 

kekayaan l (uangl) dari l pelakul danl kejahatannya l melaluil pentransferanl 

baikl dil dalaml maupunl ke l luarl lnegeri, atasl namal sendiril ataul pihakl lainl 

ataul melaluil perusahaanl fiktifl yangl diciptakanl ataul perusahaanl illegall 

danl seterusnya l (llayering). Setelahl placementl danl layeringl berJalanl 

lmulus, biasanya l pelakul dapat l menggunakanl hartal kekayaannya l secaral 

amanl baikl untukl kegiatanl yangl sahl ataul illegall (lintegration). Dalaml 

konteksl moneyl llaundering, ketiga l tahapanl tidakl harusl semual ldilalui, 

adakalanya l hanya l cukupl padal tahapanl lplacement, layeringl ataul 

placementl langsungl kel lintegration. 

Sedangkanl pengertianl menyamarkanl antaral lainl adalahl perbuatanl 

mencampurl uangl haraml denganl uangl halall agarl uangl haraml nampakl 
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lseolah-olahl berasall daril kegiatanl yangl lsah, menukarkanl uangl haraml 

denganl matal uangl lainnya l danl lsebagainya. 

m. “Setiapl orang yangl melakukan lpercobaan, pembantuanl atau 

permufakatanl jahat” adalahl orangl perseoranganl (naturall lperson) ataul 

korporasil (legal l lperson). Sedangkan l “ lpercobaan” adalahl perbuatanl 

untukl melakukanl tindakl pidanal pencucianl uangl yaitul perbuatanl yangl 

batall dilakukanl olehl sebabl-sebabl diluarl kehendakl lpelaku. 

“lPembantuan” adalahl perbuatanl-perbuatanl untukl membantul pelakul 

melakukanl tindakl pidanal pencucianl luang. “Permufakatanl Jahat” adalahl 

persekongkolanl antaral seorangl denganl orangl lainnyal untukl melakukanl 

tindakl pidanal pencucianl luang. 

13. “Menerimal atau lmenguasai” : “lMenerima” adalahl memperolehl ataul 

lmendapatkan. “lMenguasai” adalahl melakukanl penguasaanl langsungl 

ataul tidakl langsungl atasl hartal lkekayaan. 

14. “Yangl diketahuinya ataul patut diduganya l merupakan hasill tindak 

lpidana”, adalahl suatu keadaanl dimana seseorangl mengetahui secara l 

jelas danl pasti ataul setidak-tidaknya l dapat memperkirakanl berdasarkan 

faktal atau informasil yang dimilikil bahwa sejumlahl uang ataul harga 

kekayaan l merupakan hasill dari suatul perbuatan melawanl hukum. 

15. “Atasl nama sendiril maupun atasl nama pihakl lain” adalahl perbuatanl 

yangl dilakukan denganl menggunakan namal atau identitasl diri lsendiri. 

“Atasl nama orangl lain” adalahl perbuatan yangl dilakukan denganl 

menggunakan namal atau identitasl orang lainl atau nominee. 
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E. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang 

Memberikan Kepastian Hukum 

Tujuanl dari hukuml pidana ialahl untuk memenuhil rasa keadilanl bagi 

seluruhl lapisan lmasyarakat. Hukum pidana l juga memilikil kontrol suatul 

perbuatan lpidana, karena dalaml hukum pidanal seseorang yangl melakukan 

kejahatanl akan dididikl dan diberikanl sanksi sesuail dengan perbuatanl pidana 

yangl telah ial lakukan hall itu agarl seseorang yangl melakukan tindakl pidana 

itul dapat merasakanl efek jeral sehingga tidakl mengulangi perbuatannyal 

kembali, denganl adanya sanksi l yang dil muat dalaml peraturan undangl-

undnag akanl menekan masyrakat l lainya untuk l tidak melakukanl suatu 

perbuatanl tindak lpidana. 

Dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya dimungkinkan 

terdapat komponen berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal 

dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Berbicara tentang tindak pidana 

asal (predicate crime), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang 

menjadi sumber asal dari harta haram (dirty money) yang kemudian dicuci.
85

 

Tindak pidana asal (predicate crime) pada tindak pidana pencucian 

uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Dalam tindak pidana pencucian uang dapat dijabarkan bahwa terdapat 

korelasi yang erat antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian 

uang. Bahkan dari uraian tersebut nampak pula bahwa tindak pidana asal 
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menjadi sebuah conditio sine qua non dalam terjadinya tindak pidana 

pencucian uang. 

Pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana pencucian uang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Baik tindak pidana yang 

dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana yang 

berasal dari tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan 

pemidanaan yang berbeda.
86

 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU, harta kekayaan yang 

disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan korupsi, 

penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, 

penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di 

bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan 

senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, 

pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang 

kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, 

atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) 

tahun atau lebih. 

Selain unsur perbuatan, yang perlu dibuktikan dalam TPPU sesuai 

dengan ketentuan Pasal 3,4,5 adalah unsur "setiap orang", unsur "diketahui" 

atau "patut diduganya" serta unsur "merupakan hasil tindak pidana." 
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Berdasarkan hal tersebut, adanya suatu tindak pidana bukan merupakan unsur 

dari TPPU yang perlu dibuktikan. 

Melengkapi pembuktian TPPU, terdapat ketentuan Pasal 77 UU 

PPTPPU yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 

pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan 

merupakan hasil tindak pidana. Pembuktian terbalik tersebut dalam hal ini 

diperintahkan oleh hakim. 

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencucian uang adalah dengan penjatuhan hukuman yang telah dibacakan 

majelis hakim dalam suatu persidangan. Dengan pembacaan putusan hakum 

atas penjatuhan hukuman tersebut sehingga dapat memberikan kepastian 

hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
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BAB IV 

PERTIMBANGAN HAKIM PADA PEMBUKTIAN TINDAK 

PIDANA PENCUCIAN UANG UNTUK MEMBERIKAN 

KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PUTUSAN PERKARA 

PIDANA Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp PADA 

PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM 
 

A. Hal Putusan Hakim 

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir 

dalam suatu pemeriksaan perkara.
87

 Dalam penelitian ini, penulis menyatakan 

yang dimaksudl dengan putusanl adalah putusan hakim ataul putusan 

pengadilanl Menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud dengan pidana adalah 

putusan yang diucapkan olej hakim karena jabatannya dalam persidangan 

perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan 

prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar 

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat 

dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.
88

 

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

memberikan pengertian putusan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini. 

Dari kedua pengertian diatas terdapat substansi yang sama. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang 
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